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Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2025 merupakan tahun ke-lima pencapaian tujuan dan sasaran 

yang telah di tetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra). 

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, 
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tahun 2025 disamping mengoptimalkan program kegiatan yang telah berjalan juga 

dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya. 

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi 
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Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja 

pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 

selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), 

adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 

(satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, 

Renja BPKAD mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan 

program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari 

visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam 

Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan ke 

dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan 

dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025. 

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan 

program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja 

yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja 

Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pada tahun 2025 ini merupakan tahun ke-

lima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 

Perencanaan Strategis (Renstra). 

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung 

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka 

sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus 
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mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah antara lain: 

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan 

mengacu RKPD tahun berkenaan. 

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana 

tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan. 

3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan 

kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum 

Musrenbang. 

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil 

(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan 

pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. 

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah. 
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Rancangan Awal RKPD 
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 batas waktu penyampaian 

rancangan renja-SKPD kepada 
Bappeda 

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD sesuai 

PENYUSUNAN RKPD 

Sinkronisasi 
Kebijakan Nasional 

dan Provinsi 

Verifikasi 

Rancangan Renja 

SKPD 

KUA & PPAS YANG 
DISEPAKATI KDH 

DAN DPRD 
Penyusunan KUA dan 

PPAS 

Persiapan 
Penyusunan 
Renja-SKPD 

Mereview 
hasil evaluasi 
renja SKPD 
tahun lalu 

berdasarlan 
Renstra-SKPD 

Rancangan 
Renja SKPD 
 Pendahuluan, 
 evaluasi pelaksanaan 

Renja SKPD tahun lalu dan 
pencapaian renstra SKPD 

 Tujuan, sasaran dan program 
kegiatan, 



  
Penyusunan 

Rancangan RKPD 

Perumusan 
Rancangan Akhir 

RKPD 

Penelaahan 
Pengolahan Rancangan 

data dan Awal RKPD 
informasi 

Rancangan Renja SKPD 
 Pendahuluan, 
 evaluasi pelaksanaan Renja SKPD 

tahun lalu dan pencapaian renstra 
SKPD 

 Tujuan, sasaran dan program 
kegiatan, 

 Indikator Kinerja dan kelompok 
sasaran yg menggambarkan 
pencapaian renstra SKPD 

   
Penyesuaian 
Rancangan 
Renja-SKPD 

Indikator Kinerja dan 
kelompok sasaran yg 
menggambarkan pencapaian 
renstra SKPD 

 dana indikatif beserta 
sumbernya serta prakiraan maju 

Pelaksanaan 
Musrenbang 

RKPD 

PerKDH RKPD 
Kab./Kota 

Analisis 
Gambaran 
pelayanan 

SKPD 

penentuan 
isu-Isu penting 
penyelengga- 
raan tugas dan 
fungsi SKPD 

berdasarkan pagu indikatif 
 sumber dana yang 

dibutuhkan untuk menjalankan 
program dan kegiatan 

 penutup 
Perumusan 
Tujuan dan 

sasaran 

Berita Acara Hasil 

Pembahasan Renja 
Kesepakatan

 
SKPD pada Forum 

Musrenbang
 

SKPD Kabupaten/Kota 

Kabupaten/Kota 

Penyesuaian 
Rancangan 
Renja-SKPD 

Pengesahan 
Renja-SKPD oleh 

KDH 

Rancangan Renja-SKPD 

Penetapan Renj- 
SKPD oleh Kepala 

SKPD 

Penyempurnaan 
Rancangan 

Renja 

Berita Acara Hasil 
Kesepakatan Forum 

SKPD 
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD 
perihal penyampaian Rancangan 

Renja-SKPD kepada Bappeda 

Penelaahan 
usulan kegiatan 

masyarakat 

Musrenbang 
kecamatan 

Berita Acara Hasil 
Kesepakatan 
Musrenbang 
Kecamatan 

Renja SKPD 
 Pendahuluan, 
 evaluasi pelaksanaan 

Renja SKPD tahun lalu dan 
pencapaian renstra SKPD 

 Tujuan, sasaran dan 
program kegiatan, 

 Indikator Kinerja dan 
kelompok sasaran yg 
menggambarkan pencapaian 
renstra SKPD 

 dana indikatif beserta 
sumbernya serta prakiraan 
maju   berdasarkan pagu 
indikatif 

 sumber dana yang 
dibutuhkan untuk menjalankan 

Musrenbang 
Desa 

Berita Acara Hasil 
Kesepakatan 

Musrenbang Desa 

program dan kegiatan 
 penutup 

 
 
 
 
 

Gambar 1. 
Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

RENJA BPKAD 2025 

T
id

a
k
 

s
e

s
u

a
i 

 

Pembahasan Renja 
SKPD pada Forum 

SKPD Provinsi 

 

Perumusan 
kegiatan prioritas 



RENJA BPKAD 2025 

4 

 

 

 
 
 
 

Sejalan dengan Tema Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 

2021 yakni “Lampung Timur Sejahtera, Berdaya Saing, Religius dan 

Berkelanjutan” dan Visi Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur(tertuang 

dalam RPJMD 2021-2026) yaitu: ”RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA” dapat 

mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan bidang 

Pemerintahan di Tahun 2021 yang menjadi tugas dan tanggung jawab Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur yakni 

Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai 

Opini Wajar Tanpa Pengecualian. 

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan 

Kebijakan Strategis tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) Kabupaten Lampung Timur menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. 

Penyusunan Renja SKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ke-lima dari 

RPJMD 2021-2026. Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS 

digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerjadan Anggaran 

SKPD. 

 

1.2 Landasan Hukum 

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Kabupaten Lampung Timur dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 

adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung 

Timur, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan Kotamadya 

Daerah Tingkat II Metro; 
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2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5679); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang 

milik daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan 

keuangan daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses 

perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional; 

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020- 

2024; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara 

perencanaan. Pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara 
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evaluasi Raperda RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, 

RPJMD, dan RKPD; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 6 Tahun 2007 tentangRencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Lampung 2005- 

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 06); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No 10 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 

Timur Tahun 2010 Nomor 10); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No.15 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung 

Timur Tahun 2021-2026; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Lampung Timur. 

19. Surat Edaran Bupati Lampung Timur Nomor: 050/327/26-SK/2021 

Tanggal 30 April 2021 tetang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat 

Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026. 
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1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan 

dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025 dan 

perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja 

dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Lampung Timur tahun 2025. 

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk 

memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam 

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) 

Tahun 2025. 

 

1.4.     Sistematika Penulisan 

Sistematika Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2025, meliputi: 

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum 

penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan 

hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada 

bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 

BAB II   EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian 

Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi 

pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2 atau tahun 2023) 

dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1 atau tahun 

2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya 

pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya 

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan 
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realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun- 

tahun sebelumnya. 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap 

capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja 

yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, 

disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

kinerja pelayanan 

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, 

berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja 

pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan 

SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam 

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap 

capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program 

nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium 

Development Goalds), Tantangan dan peluang serta Formulasi 

isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis 

untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan 

prioritas tahun yang direncanakan. 

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian 

mengenai penelaahan dengan membandingkan antara 

rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan 

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam 

bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang 
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diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok 

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, 

asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD 

Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun 

berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian 

lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan 

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap 

kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan 

yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan 

nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran 

didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas 

dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja 

Renstra SKPD 

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor- 

faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan 

program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rakapitulasi 

program dan kegiatan, dan tabel rencana program dan kegiatan. 

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat 

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya 

ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah 

pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut. 



 

 
 
 
 
 

 

BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU 
 
 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 

SKPD 

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat 

Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2025 (tahun 

berjalan )* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah. 
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Tabel 2.1 
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan 

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)* 
Kabupaten Lampung Timur 

 

 
 
 
 

Program 

 
 
 
 

Indikator kinerja Program 

Target Kinerja 

Capaian Program 

(Renstra SKPD) 

Tahun 2025 

Estimasi 

Realisasi capaian 

program 

akhir tahun 

2025 

Target Tahun 

lalu 
 

(2024) 

Program Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota 

Terlaksananya Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

100% 95 % 95 % 

Program Pengelolaan Keuangan Daerah Tersusunya Penyusunan Rencana 

Anggaran Daerah 

100% 95% 95% 

Program Pengelolaan Barang Milik 

Daerah 

Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik 

Daerah 

100% 90 % 90 % 

 

 

12 

RENJA BPKAD 2025 



RENJA BPKAD 2025 

13 

 

 

 

 

Evaluasi Program Tahun 2024 

 

Secara de-yure Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Lampung Timur terbentuk Berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 

18 Tahun 2016 tanggal 10 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur, de-facto berlaku per Januari 2017. 
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur 

dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada 

Bupati Lampung Timur. 

Susunan Organisasi BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri 

dari : 
 
 

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan 

2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretaris yang terdiri dari : 

a. Subbag Umum dan Kepegawaian 

b. Subbag Keuangan 

c. Subbag Perencanaan 

3. Unsur Pelaksana Teknis yaitu : 

a. Bidang Anggaran yang terdiri dari: 

1. Subbid Kebijakan Anggaran 

2. Subbid Penyusunan APBD 

3. Subbid Pengendalian Anggaran 

b. Bidang Perbendaharaan dan Belanja Pegawai yang terdiri dari: 

1. Subbid Pengelolaan dan Administrasi Gaji 

2. Subbid Perbendaharaan 

3. Subbid Kas Daerah 

c. Bidang Akuntansi & Pelaporan yang terdiri dari: 

1. Subbid Akuntansi dan Verifikasi 

2. Subbid Monitoring dan Evaluasi Keuangan SKPD 

3. Subbid Pelaporan 

d. Bidang Aset yang terdiri dari: 

1. Subbid Analisis Kebutuhan dan Standar Harga 
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2. Subbid Penyediaan dan Pemindahtanganan Aset Daerah 

3. Subbid Pemanfaatan, Pengamanan dan Pengendalian Aset 

Tugas pokok Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Lampung Timur adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang 

urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk 

melaksanakan tugas tersebut maka BPKAD menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut : 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset 

daerah; 

b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di 

bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset 

daerah; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan. 
 

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD dan Catatan Strategis 

1. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 

a. Rendahnya kesadaran para pengguna dan pengurus barang atas 

pengamanan fisik BMD, sehingga perlu adanya upaya peningkatan 

kompetensi melalui pelatihan dan bimbingan teknis. 

b. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah menuju Opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP), diperlukan komitmen para pemangku jabatan 

dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai 

peraturan perundang-undangan. 

2. Rekomendasi dan Catatan Stragetis 

a. Dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah harus menggunakan 

pertimbangan berbagai aspek mulai dari perencanaan kebutuhan, 

pengadaannya, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan 

pengamanan hingga pengawasannya agar aset daerah, mampu 
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memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang 

bersangkutan. 

b.  Melakukan pelatihan formal dan non formal terhadap pegawai yang saat ini 

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah terutama yang melaksanakan 

penatausahaan dan tata pembukuan keuangan daerah baik di Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) maupun di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). 

c. Peningkatan Kompetensi SDM melalui pendidikan di bidang penilaian aset 

dan dengan koordinasi serta pendampingan dengan SKPD dalam membuat 

neraca untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan secara 

keseluruhan. 

d. Melakukan sosialisasi dan bimbingan tehnik bekerjasama dengan pihak 

ketiga/konsultan yang professional kepada para pegawai dengan materi 

yang berhubungan dengan penatausahaan dan tata pembukuan keuangan 

daerah. 

 
2.4.    Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

Adapun perbandingan antara RKPD 2021 dengan rancangan awal usulan 

RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai tabel sebagai 

berikut: 
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Tabel. 2.4 
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 

Kabupaten Lampung Timur 
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

 

 
 
 
 

Kode 

 

 
PROGRAM/KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

 
 

Indikator Kinerja Program 
(Outcome) / Kegiatan 

(OutPut) 

 
Rencana Tahun 2025 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan Dana / 
PaguIndikatif 
(Rp) 

 

Lokasi 
 

Sumber 
Dana 

 
5.02.01 

Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Terlaksananya Program 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

 
100% 

 
 

13.675.801.396 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 
DAU 

 
5.02.01.2.01 

Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Terselengaranya tertib 
perencanaan, penganggaran 
dan laporan evaluasi SKPD 

 
100% 

 
 

32.520.875 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 
DAU 

 
5.02.01.2.01.01 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah yang 
disusun 

1 Dokumen  
 

7.847.514 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 
DAU 

 
5.02.01.2.01.02 

Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen RKA-SKPD 
yang disusun 

1 Dokumen  

8.379.027 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 
DAU 
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5.02.01.2.01.03 

Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD 

Jumlah Dokumen 
perubahan RKA-SKPD 
  yang disusun 

 
1 Dokumen 

 

8.106.855, 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 
DAU 

 
5.02.01.2.01.06 

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah Dokumen 
perubahan RKA-SKPD    
yang disusun  

 

   1 Dokumen 

 

8.187.479 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 
DAU 

 
5.02.01.2.02 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Terlaksananya 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

 
100% 

 
10.817.544.072 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 

DAU 

 
5.02.01.2.02.01 

Penyediaan Gaji dan 
TunjanganASN 

Jumlah Gaji dan Tunjangan 
ASN 

60 orang  
9.910.274.878 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 
DAU 

 
5.02.01.2.02.02 

Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Jumlah Penyediaan 
Administrasi Pelaksanaan 
Tugas ASN Selama 12 Bulan 

12 dokumen  
474.841.000 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 
DAU 

 
5.02.01.2.02.03 

Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Jumlah Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
KeuanganSKPD selama 12 
bulan 

12 dokumen  

 
413.640.000 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 
DAU 

 
5.02.01.2.02.05 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

Jumlah laporan keuangan 
akhir tahun SKPD 

1 laporan  

 
9.488.194 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 
DAU 

 
5.02.01.2.02.07 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

Jumlah laporan keuangan 
bulanan/triwulan/semeste
ran SKPD  

3 laporan  

 
9.300.000 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 
DAU 
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5.02.01.2.05 

Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Presentase Sasaran 
Kegiatan Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

  
 

137.445.700 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 
DAU 

 
 

5.02.01.2.05.02 

Pengadaan pakaian dinas 
beserta atribut 
kelengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian 
Dinas beserta Atribut 
Kelengkapan 

 
110 paket 

 

54.445.700 
Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 
DAU 

 
5.02.01.2.05.09 

Pendidikan dan Pelatihan 
PegawaiBerdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

Jumlah Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi yang 
Mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan 

 
60 0rang 

 
 
83.000.000 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 
DAU 

 
5.02.01.2.06 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Terlaksanya Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

  
463.361.239 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 
DAU 

 
5.02.01.2.06.01 

Penyediaan Komponen 
InstalasiListrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
BangunanKantor 

12 paket  
40.000.000 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 
DAU 

 
5.02.01.2.06.02 

Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

6 paket  
63.913.791 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 
DAU 

 
5.02.01.2.06.03 

Penyediaan Peralatan 
RumahTangga 

Jumlah Peralatan Rumah 
Tangga yang disediakan 

23 paket  
40.000.000 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 
DAU 

 
5.02.01.2.06.05 

Penyediaan Barang Cetakan 
danPenggandaan 

Jumlah dan Jenis Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

31 paket  
74.447.448 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 
DAU 

 
5.02.01.2.06.08 

Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Kebutuhan Makan 
Minum dan Fasilitasi Tamu 
dalam 12 Bulan 

24 laporan  

75.000.000 
Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 
DAU 

 
5.02.01.2.06.09 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Pengadaan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

25 laporan  

170.000.000 
Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 
DAU 
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5.02.01.2.07 

Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan  Pemerintah 
Daerah 

Presentase Sasaran 
Kegiatan Pengadaan 
Barang        Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

 
 

100% 

 

 
85.000.000 

 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

DAU 

 
5.02.01.2.07.02 

Pengadaan Kendaraan 
DinasOperasional atau 
lapangan 

Terlaksananya Pengadaan 
Kendaraan Dinas 
Operasionalatau lapangan 

 
3 unit 

 
 

35.000.000 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

DAU 

 
5.02.01.2.07.02 

Pengadaan Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 
yang Disediakan 

 
5 unit 

 
 

50.000.000 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

DAU 

 
5.02.01.2.08 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Presentase Sasaran 
Kegiatan Penyediaan 
Jasa   Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

  
 
1.522.535.510 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 
DAU 

 
5.02.01.2.08.01 

Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Jumlah surat menyurat 
dalamsatu tahun 

 
12 laporan 

 
 

30.000.000 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

DAU 

 
5.02.01.2.08.02 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi,Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah Item Penyediaan 
JasaKomunikasi, Sumber 
Daya Airdan Listrik 

 
30 laporan 

 
 

468.150.950 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

DAU 

 
5.02.01.2.08.04 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan 
UmumKantor 

Jumlah Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

 
12 laporan 

 
 

1.024.384.560 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

DAU 

 
5.02.01.2.09 

Pemeliharaan Barang 
Milik  Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Presentase sasaran 
KegiatanPemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Daerah 

  
617.394.000 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

DAU 
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5.02.01.2.09.02 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan,Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang terpelihara 
selama 12 bulan 

 
 

22 unit 

 

 
469.750.000 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

DAU 

 
5.02.01.2.09.06 

Pemeliharaan 
Peralatan dan 
MesinLainnya 

Jumlah Peralatan dan 
MesinLainnya yang 
terpeliharan selama 12 
bulan 

 
30 unit 

 
 

47.644.000, 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 
DAU 

 
5.02.01.2.09.09 

Pemeliharaan/Rehabilit
asi GedungKantor dan 
Bangunan Lainnya 

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
BangunanLainnya 

 
3 unit 

 

 
50.000.000 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 
DAU 

 

 
5.02.01.2.09.11 

Pemeliharaan/Rehabili
tasi Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

 

 
5 unit 

 
 
 

50.000.000 

 
Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 

 
DAU 

5.02.02 Program Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Tersusunnya penyusunan 
rencana anggaran daerah 

  
457.840.079.590 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 
DAU 

5.02.02.2.01 Koordinasi dan 
Penyusunan Rencana 
Anggaran Daerah 

Tersusunnya penyusunan 
rencana anggaran daerah 

  
1.573.548.510 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

DAU 

5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan 
Penyusunan KUAdan 
PPAS 

Tersusunnya KUA dan 
PPAS se-Kabupaten 
Lampung Timur 

4 dokumen  
75.000.000, 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

DAU 

5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan 
Penyusunan 
Perubahan KUA dan 
Perubahan PPAS 

Tersusunnya Perubahan 
KUA & PPAS Pemerintah 
Kabupaten Lampung 
Timur 

4 dokumen  

100.000.000 
Kabupaten 
Lampung 

Timur 

DAU 
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5.02.02.2.01.03 Koordinasi, 
Penyusunan 
danVerifikasi RKA-
SKPD 

Terlaksananya 
Penyusunan   Dan Verifikasi 
RKA-SKPD 

51 dokumen  

7.500.000 
Kabupaten 
Lampung 

Timur 

DAU 

5.02.02.2.01.04 Koordinasi, 
Penyusunan dan 
Verifikasi Perubahan 
RKA-SKPD 

Terlaksananya 
Penyusunan  Dan Verifikasi 
Perubahan RKA-SKPD 

51 dokumen  

15.000.000 
Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 
DAU 

5.02.02.2.01.05 Koordinasi, 
Penyusunan dan 
Verifikasi DPA-SKPD 

Terlaksananya 
Penyusunan dan Verifikasi 
DPA-SKPD 

51 dokumen  
75.000.000, 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 

DAU 

5.02.02.2.01.06 Koordinasi, 
Penyusunan dan 
Verifikasi Perubahan 
DPA-SKPD 

Tersusunnya DPA SKPD 
se- Kabupaten Lampung 
Timur 

51 dokumen  
106.820.000 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 
DAU 

5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan 
Peraturan Daerah tentang 
APBDdan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran 
APBD 

Tersusunnya Peraturan 
Daerah Tentang APBD dan 
Peraturan Kepala Daerah 
Tentang Penjabaran APBD 

51 dokumen  
700.000.000 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 

DAU 

5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan 
Peraturan Daerah tentang 
Perubahan APBD dan 
Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran 
Perubahan APBD 

Tersusunnya Peraturan 
Daerah Tentang APBD dan 
Peraturan Kepala Daerah 
Tentang Penjabaran APBD 

 

 
51 dokumen 

 
 
200.000.000 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 

 
DAU 

5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan 
Penyusunan Regulasi 
serta Kebijakan 
BidangAnggaran 

Tersusunya Regulasi Dan 
Kebijakan Anggaran 
Kabupaten Lampung 
Timur 

 
8 dokumen 

 

165.000.000 
Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 

DAU 

5.02.02.2.01.10 Koordinasi 
Perencanaan 
AnggaranPendapatan 

Terlaksananya Koordinasi 
Perencanaan Anggaran 
Pendapatan 

8 dokumen  

- 
Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 

DAU 
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5.02.02.2.01.11 Koordinasi 
Perencanaan 
AnggaranBelanja 
Daerah 

Terlaksananya Koordinasi 
Perencanaan Anggaran 
Belanja Daerah 

51 dokumen  

- 
Kabupaten 
Lampung 

Timur 

DAU 

 
5.02.02.2.01.12 

Koordinasi 
Perencanaan 
AnggaranPembiayaan 

Terlaksananya Koordinasi 
Perencanaan Anggaran 
Pembiayaan 

 
1 dokumen 

 
50.000.000 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

DAU 

5.02.02.2.01.13 Pembinaan 
Penganggaran 
DaerahPemerintah 
Kabupaten/Kota 

Terlaksananya Pembinaan 
Penganggaran Daerah 
Pemerintah 
Kabupaten/Kota 

 
130 orang 

 
130.000.000 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

DAU 

5.02.02.2.02 Koordinasi dan 
Pengelolaan 
Perbendaharaan 
Daerah 

Terlaksanannya 
Koordinasi  dan 
Pengelolaan 
Perbendaharaan Daerah 

  
1.145.059.507 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

DAU 

 
5.02.02.2.01.01 

Koordinasi dan 
pengelolaan kasdaerah 

Jumlah dokumen hasil 
koordinasi dan 
pengelolaan kas daerah 

 
264 dokumen 

 

120.059.507 
Kabupaten 

Lampung 
Timur 

DAU 

 
5.02.02.2.01.03 

Penyiapan, 
pelaksanaan 
pengendalian dan 
peerbitananggaran 
kas dan SPD 

Jumlah dokumen hasil 
pengendalian dan 
penerbitan anggaran kas 
dan SPD 

 
612 Dokumen 

 

100.000.000 
Kabupaten 

Lampung 
Timur 

 
DAU 

 
 

 
5.02.02.2.01.05 

Koordinasi, fasilitasi, 
asistensi, sinkronisasi, 
supervisi, 
monitoringdan 
evaluasi pengelolaan 
dana perimbangan dan 
dana transfer lainnya 

Jumlah dokumen 
Koordinasi,fasilitasi, 
asistensi, sinkronisasi, 
supervisi, monitoring dan 
evaluasi pengelolaan dana 
perimbangan dan dana 
transfer lainnya 

 
 

 
60 Dokumen 

 
 
 
200.000.000, 

 
Kabupaten 

Lampung 
Timur 

 
 
DAU 

 
 
5.02.02.2.01.06 

Koordinasi, 
pelaksanaan 
kerjasamadan 
Pemantauan Transaksi 

Jumlah dokumen hasil 
Koordinasi, pelaksanaan 
kerjasama dan Pemantauan 
Transaksi Non Tunai dengan 

 
 
700 Dokumen 

 
 
200.000.000, 

 
Kabupaten 
Lampung Timur 

 

 
DAU 
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Non Tunai dengan 
Lembaga Keuangan 
Bank dan Lembaga 
Keuangan bukan Bank 

Lembaga 
Keuangan Bank dan 
LembagaKeuangan bukan 
Bank 

 
 
 
 
5.02.02.2.01.07 

Koordinasi dan penyusunan 
laporan realisasi 
penerimaan dan 
pengeluaran kas daerah, 
laporanaliran kas, dan 
pelaksanaan 
pemungutan/pemotongan 
dan penyetoran 
Perhitungan Fihak Ketiga 
(PFK) 

Jumlah dokumen hasil 
Koordinasi dan penyusunan 
laporan realisasi 
penerimaan dan 
pengeluaran kas daerah, 
laporan aliran kas, dan 
pelaksanaan 
pemungutan/pemotongan 
dan penyetoran Perhitungan 
Fihak Ketiga (PFK) 

 
 
 
1 Dokumen 

 
 
 

 
100.000.000 

 
 

Kabupaten 
Lampung Timur 

 
 
 
DAU 

 
 
5.02.02.2.01.09 

Rekonsiliasi data 
penerimaan dan 
pengeluaran kas serta 
pemungutandan 
pemotongan atas SP2D 
dengan instansi terkait 

Jumlah dokumen hasil 
Rekonsiliasi data 
penerimaan dan 
pengeluaran kas serta 
pemungutan dan 
pemotongan atas SP2D 
dengan instansi terkait 

 
 
12 Dokumen 

 
 
 
200.000.000, 

 
Kabupaten 
Lampung Timur 

 

 
DAU 

 
5.02.02.2.01.11 

Pembinaan penatausahaan 
keuangan pemerintah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah orang yang 
mengikuti Pembinaan 
penatausahaan keuangan 
pemerintah 
Kabupaten/Kota 

 
102 Orang 

 

 
48.586.513 

Kabupaten 
Lampung Timur 

 
DAU 
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5.02.02.2.03 

Koordinasi dan 
PelaksanaanAkuntansi dan 
Pelaporan Keuangan 
Daerah 

Terlaksanannya Koordinasi 
dan Pelaksanaan Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan 
Daerah 

 
100% 

 

 
903.003.816 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 
DAU 

 

 
5.02.02.2.01.02 

Koordinasi, 
sinkronisasi, dan 
penyelesaiantuntutan 
perbendaharaan dan 
tuntutankerugian 
daerah 

Terlaksanannya Koordinasi, 
sinkronisasi, dan 
penyelesaiantuntutan 
perbendaharaan dan 
tuntutankerugian 
daerah 

 
12 dokumen 

 
176.254.018 

 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 
 

DAU 

 

 
5.02.02.2.01.03 

Koordinasi, sinkronisasi, 
dan 
penyelesaiantuntutan 
perbendaharaan dan 
tuntutankerugian daerah 

Terlaksanannya Koordinasi, 
sinkronisasi, dan 
penyelesaiantuntutan 
perbendaharaan dan 
tuntutankerugian 
daerah 

 
12 laporan 

 

 
132.448.532 

 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 
 

DAU 

 

 

5.02.02.2.01.04 

Koordinasi, sinkronisasi, 
dan penyelesaiantuntutan 
perbendaharaan dan 
tuntutankerugian daerah 

Terlaksanannya Koordinasi, 
sinkronisasi, dan 
penyelesaiantuntutan 
perbendaharaan dan 
tuntutankerugian 
daerah 

 

12 laporan 

 
 
164.163.783 

 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 
 

DAU 

 

 
5.02.02.2.01.05 

Koordinasi, sinkronisasi, 
dan penyelesaiantuntutan 
perbendaharaan dan 
tuntutankerugian daerah 

Terlaksanannya Koordinasi, 
sinkronisasi, dan 
penyelesaiantuntutan 
perbendaharaan dan 
tuntutankerugian daerah 

 
1 dokumen 

 

 
125.600.000 

 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 
 

DAU 

 
5.02.02.2.01.06 

Penyusunan 
tanggapan/tindaklanjut 
terhadap LHP BPK atas 
laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD 

Terlaksanannya 
Penyusunan 
tanggapan/tindak lanjut 
terhadap LHP BPK atas 
laporan 
pertanggungjawaban 

 
1 dokumen 

 
144.480.000 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 
DAU 
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5.02.02.2.01.07 

Koordinasi, sinkronisasi, 
dan 
penyelesaiantuntutan 
perbendaharaan dan 
tuntutankerugian 
daerah 

Terlaksanannya Koordinasi, 
sinkronisasi, dan 
penyelesaiantuntutan 
perbendaharaan dan 
tuntutankerugian daerah 

 

50 dokumen 

 

 
46.057.483 

 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

 
 

DAU 

 
5.02.02.2.01.11 

Pembinaan akuntansi, 
pelaporan,dan 
pertanggungjawabann 
pemerintah 
Kabupaten/Kota 

Terlaksanannya Pembinaan 
akuntansi, pelaporan, dan 
pertanggungjawabann 
pemerintah 
Kabupaten/Kota 

 

 
60 orang 

 
 
114.000.000 

Kabupaten 
Lampung Timur 

 
DAU 

 
5.02.02.2.04 

Penunjang urusan 
kewenanganpengelolaan 
keuangan daerah 

Terlaksanannya urusan 
kewenangan pengelolaan 
keuangan daerah 

  

454.052.575.067 

Kabupaten 
Lampung Timur 

DAU 

5.02.02.2.04.08 Analisis perencanaan dan 
penyaluran bantuan keuangan 

Terlaksanannya analisis 
perencanaan dan 
penyaluranbantuan 
keuangan 

 
6 laporan 

 

454.052.575.067 

Kabupaten 
Lampung Timur 

DAU 

 
5.02.02.2.05 

Pengelolaan data dan 
implementasi system 
informasi pemerintah daerah 
lingkup keuangan daerah 

Terlaksanannya 
Pengelolaan data dan 
implementasi system 
informasi pemerintah 
daerah lingkup keuangan 
daerah 

  
 

165.892.690 

Kabupaten 
Lampung Timur 

DAU 

 
5.02.02.2.01.02 

Implementasi 
pemeliharaan sistem 
informasi pemerintah 
daerah bidang keuangan 
daerah 

Terlaksanannya 
Implementasi dan 
pemeliharaan sistem 
informasi pemerintah 
daerah 

 
12 dokumen 

 
165.892.690 

Kabupaten 
Lampung Timur 

DAU 

 

5.02.03 
PROGRAM 
PENGELOLAAN    
BARANG MILIK DAERAH 

Terlaksanannya 
Pengelolaan Barang 
Milik  Daerah 

  
1.255.119.014 

Kabupaten 
Lampung Timur 

DAU 
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5.02.03.2.01 

Pengelolaan Barang 
Milik   Daerah 

Terlaksanannya 
Pengelolaan Barang 
Milik  Daerah 

  

1.255.119.014 
Kabupaten 
Lampung Timur 

DAU 

5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar 
Harga. 

Terlaksanannya 
PenyusunanStandar 
Harga 

 
2 dokumen 

 
165.000.000 

Kabupaten 
Lampung Timur 

 
DAU 

5.02.03.2.01.04 Penyusunan Kebijakan 
Pengelolaan Barang 
Milik Daerah 

Jumlah Kebijakan 
Pengelolaan Barang 
Milik Daerah 

 
1 dokumen 

 
120.000.000 

Kabupaten 
Lampung Timur 

 
DAU 

5.02.03.02.01.07 Pengamanan  
Barang Milik         Daerah 

Terlaksanannya 
Pengamanan Barang 
Milik Daerah  

 
1 laporan 

 
205.119.014 

Kabupaten 
Lampung Timur 

DAU 

5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan 
Pegendalian 
Pengelolaan   
Barang Milik Daerah 

Terlaksanannya 
Pengawasan dan 
Pegendalian Pengelolaan 
Barang Milik Daerah 

 
1 laporan 

 
200.000.000 

Kabupaten 
Lampung Timur 

DAU 

5.02.03.2.01.10 Optimalisasi 
Penggunaan, 
Pemanfaatan, 
Pemindahtanganan, 
Pemusnahan, dan 
Penghapusan Barang 
Milik Daerah 

Terlaksanannya 
Optimalisasi Penggunaan, 
Pemanfaatan, 
Pemindahaan, 
Pemusnahan, dan 
Penghapusan Barang Milik 
Daerah 

 

 
2 dokumen 

 

 
200.000.000 

 

Kabupaten 
Lampung Timur 

DAU 
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5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam 

rangka Penyusunan 
Laporan Barang 
MilikDaerah 

Terlaksanannya Rekosiliasi 
dalam rangka Penyusunan 
Laporan Barang Milik 
Daerah 

 
2 laporan 

 
300.000.000 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

DAU 

5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan 
BarangMilik Daerah 
Pemerintah 
Kabupaten/Kota 

Terlaksanannya Pembinaan 
Pengelolaan Barang Milik 
Daerah Pemerintahan 
Kabupaten/Kota 

 
60 orang 

 
65.000.000 

Kabupaten 
Lampung 

Timur 

DAU 
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

 
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah akan menambah usulan 

program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari 

kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, 

perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan 

kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari 

penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. 

RENJA BPKAD 2025 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 
 
 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

a. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022 

Rancangan Tema : 

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” 

Rancangan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 : 

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang 

berkualitas dan berkeadilan. 

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan 

menjamin pemerataan. 

3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing. 

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. 

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan 

ekonomi dan pelayanan dasar. 

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, 

dan perubahan iklim. 

7. Memperkuat stabilitas dan transformasi pelayanan publik. 

Sasaran Pokok Pembangunan Nasional Tahun 2025 
 

No Indikator Capaian Nasional 2025 

1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,5 

2. Inflasi (%) 2,0 – 4,0 

3. Nilai Tukar Rupiah (Rp) 14.000 – 14.950 

4. Minyak Mentah (US$/barel) 65 – 75 
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b. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023 

Rancangan Tema : 

“ Rakyat Lampung Berjaya” 

Rancangan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 : 

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan 

damai. 

2. Mewujudkan “Good Governance” untuk meningkatkan kualitas dan 

pemerataan pelayanan publik. 

3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya 

perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel. 

4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi 

dan konektivitas wilayah. 

5. Mengembangkan kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian 

dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan. 

6. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk 

kesejahteraan bersama. 

 

Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 

No Indikator Capaian Daerah 2025 

1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,4 – 5,7 

2. Inflasi (%) 3,0 – 3,5 

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3 - 4 

4. Tingkat Kemiskinan (%) 11 - 12 

5. IPM 70 - 71 
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c. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 

Rancangan Tema : 

“ Pemantapan pembangunan infrastruktur, Sumber Daya Manusia, dan 

Ekonomi Kerakyatan untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Merata” 

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 : 

1. Memantapkan pembangunan infrastruktur dan kawasan strategis 

secara merata dan berkelanjutan untuk peningkatan daya saing, 

perekonomian, dan pelayanan dasar. 

2. Memantapkan layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya 

untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya 

saing, dan mandiri. 

3. Meningkatkan produksi, nilai tambah, dan daya saing produk daerah 

untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

4. Meningkatkan investasi dan pariwisata untuk mendorong 

pengembangan UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif berbasis 

potensi kearifan lokal 

5. Memantapkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa 

utnuk meningkatkan kemandirian, kesejahteraan, dan ketentraman 

wilayah. 

6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pro rakyat 

berlandaskan peraturan perundang-undangan. 
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Sasaran Pokok Prioritas Pembangunan Daerah 
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 

 

No Indikator Capaian Daerah 2020 2025 

1. Pertumbuhan Ekonomi Non Migas (%) -2,29 3,6 

2. IPM (%) 69,37 69,5 

3. Tingkat Inflasi (%) 2,01 2,0 

4. Kemiskinan (%) 14,62 14,55 

5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2,64 2,6 

6. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten 

(%) 

61,17 68 

Sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional, 

Pembangunan Daerah Provinsi dan Pembangunan Kabupaten Lampung 

Timur Tahun 2021, BPKAD dalam menjalankan tupoksinya diharapkan 

mampu memberikan hasil positif baik dalam hal reformasi birokrasi dan 

peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, 

sehingga sasaran yang ingin dicapai yaitu Opini BPK terhadap Laporan 

Keuangan sesuai target Tahun 2021 yaitu Opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) bisa terwujud. 

Matriks 
 

No Pioritas Sasaran 

Pokok 

Baseline 2021 Target 2025 

1. Meningkatkan tata 

kelola pemerintahan 

dan kualitas pelayanan 

publik 

Opini BPK 

terhadap 

Laporan 

Keuangan 

Daerah 

WTP WTP 
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3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor 

kunci keberhasilan (Critical Succes Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi 

dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, 

kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. 

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan- 

tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. 

Kedudukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Lampung Timur adalah unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang 

pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

Visi Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah : 

“Rakyat Lampung Timur Berjaya” 

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah akan berupaya sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dalam Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah sesuai dengan Standar Pelayanan. 

 

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 untuk program dan kegiatan di 

tahun 2021 adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 
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Tujuan : 

Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban SKPD 

yang akuntabel dan profesional. 

Sasaran : 

Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang 

seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada 

kepentingan publik. 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Standar Pelayanan. 

Tujuan : 

Terwujudnya Aparatur pengelola pengelola keuangan dan aset daerah 

yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab serta memiliki wawasan dan 

ketrampilan. 

Sasaran: 

Meningkatnya wawasan dan ketrampilan dalam pelaksanaan tupoksi 

sesuai tuntutan peraturan yang berlaku. 

 
3.3. Program dan Kegiatan 

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu 

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi 

pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna 

mencapai sasaran tertentu. 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan 

keuangan dan aset daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang 

berkualitas terutama produk berupa kinerja pengelolaan keuangan dan aset 

daerah dengan terukur, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. 
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RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010, 

telah mengamanatkan Visi Daerah, yaitu “Lampung Timur Sejahtera Berdaya 

Saing, Religius, dan Berkelanjutan”. 

Sedangkan Visi RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 yaitu 

“Rakyat Lampung Timur Berjaya”. 

Maka program dan kegiatan yang dirancang Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2021 terdiri dari : 

 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Program ini bertujuan agar terlaksananya urusan penunjang pemerintah 

kabupaten dan kota. Kegiatan ini meliputi: 

1.1 Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Terselengaranya Tertib 

Perncanaan, Pengangaran dan Laporan Evaluasi SKPD; 

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Terlaksananya 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 

1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Presentase Sasaran Kegiatan 

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. 

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah; 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksanya Administrasi 

Umum Perangkat Daerah. 

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah; 
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Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Presentase Sasaran Kegiatan 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah. 

1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Presentase Sasaran Kegiatan 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 

1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah; 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Presentase sasaran Kegiatan 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah Urusan Pemerintahan Daerah. 

 
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 

Program ini untuk melakukan penyusunan penyelengaraan anggaran daerah. 

Kegiatan ini meliputi: 

2.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah; 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Tersusunnya penyusunan 

rencana anggaran daerah. 

2.2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; 

Indikator hasil kegiatan ini adalah Terlaksanannya Koordinasi dan 

Pengelolaan Perbendaharaan Daerah. 

2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Daerah; 

Indikator hasil kegiatan ini adalah Terlaksanannya Koordinasi dan 

Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah. 
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2.4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

Indikator hasil kegiatan ini adalah terlaksanannya 

koordinasi dan pelaksanaan urusan penunjang kewenangan 

pengelolaan Keuangan Daerah. 

 

2.5 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah; 

Indikator hasil kegiatan ini adalah Terlaksanannya 

Koordinasi dan Pelaksanaan pengelolaan data dan 

implementasi system informasi pemerintah daerah lingkup 

keuangan daerah. 

 
 
 

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Program ini bertujuan untuk melakukan pengelolaan terhadap barang milik 

daerah. Program ini mencakup beberapa kegiatan sebagai berikut : 

 
1.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Indikator hasil kegiatan ini adalah Terlaksanannya Pengelolaan 

Barang Milik Daerah. 
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3.3.2 Rencana Kerja Tahunan 2025 

Rencana kinerja Tahunan 2025 bisa dilihat pada tabel di bawah ini 
 

 
Program Indikator Kinerja Program 2025 

1. Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Kabupaten/Kota 

Terselenggaranya program 
penunjang urusan pemerintah 
daerah 

Rp. 13.675.801.396,- 

2. Program 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Tersusunnya 
penyelengaran anggaran 
daerah 

Rp. 457.840.079.590,- 

3. Program 
Pengelolaan 
Barang Milik 
Daerah 

Terlaksananya pengelolaan 
barang milik daerah 

Rp. 1.255.119.014,- 

JUMLAH Rp. 472.771.000.000,- 
 

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 

2025 untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan Tahun 

2025, BPKAD merencanakan program dan kegiatan tahun 2025. Program 

kegiatan dimaksud terdiri dari 3 (tiga) program.  
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BAB IV 

P E N U T U P 
 

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur 2021 – 2026 

dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta target dan Sasaran 

Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Lampung TimurTahun 2025. 

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Lampung Timur sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan 

fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 

2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. 

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, maka penetapan prioritas 

pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi 

diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta 

berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung 

Timur maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain. 

Sukadana, 2024 
 

Kepala BPKAD 
Kabupaten Lampung Timur 

 
 
 

 
Dr. Sukismanto Aji, M.Si 

Pembina Tk.I (IV/b) 

NIP.19720305 199303 1 002 
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kata pengantar 
 
  
 

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan 
dokumen rencana kerja dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan 
program/kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 
Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu Tahun 2025, dan tujuannya 
adalah memberikan arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan 
tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten 
Lampung Timur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yang selanjutnya 
akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran sesuai dengan ketersediaan dan 
kebijakan anggaran. 

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kepemudaan 
dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, sebagaimana amanat 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah.  

Diharapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan 
Olahraga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai 
pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada 
tahun-tahun mendatang. 

 
 

Sukadana,         Maret 2024 
 

Kepala Dinas Pariwisata,  
Kepemudaan dan Olahraga 
Kabupaten Lampung Timur, 

 
 
 
 

Ahmad Badrullah, S.E., M.M. 
Pembina Utama Muda 

NIP 197112032003121003 
  



 Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Tahun Anggaran 2025 

 

 

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur ii 

 

daftar isi 
 
 
 
 

KATA PENGANTAR  ..........................................................................................  i 
DAFTAR ISI  ..........................................................................................................  ii 

BAB I. PENDAHULUAN  ...............................................................................  1 

1.1. Latar Belakang  .........................................................................  1 
1.2. Landasan Hukum  ....................................................................  1 
1.3. Maksud dan Tujuan  ................................................................  2 
1.4. Sistematika Penulisan  .............................................................  3 

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu  .............................  4 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan                   
Capaian Renstra PD  ................................................................  4 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD  .........................................  14 
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan                              

Fungsi SKPD .............................................................................   14 
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD  .........................  16 
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan                        

Masyarakat  ...............................................................................  17 

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan  .........................................  14 

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional  ...................................  14 
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD  ..........................................  15 
3.3. Program dan Kegiatan  ............................................................  15 

BAB IV. PENUTUP  ............................................................................................  20 

LAMPIRAN 
 
  



 Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Tahun Anggaran 2025 

 

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur 1 

 
 

bab I 

pendahuluan 
 
 
 
 

1.1. LATAR BELAKANG 

 

Perkembangan pariwisata di dunia, dan juga di banyak negara maju 
memperlihatkan kecenderungan pariwisata untuk menjadi andalan khususnya 
dalam menghasilkan devisa dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan 
pemerintah. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa pariwisata bukanlah 
tujuan akhir, tapi merupakan salah satu alat untuk mencapai kesejahteraan 
masyarakat yang berkelanjutan. 

Perencanaan yang jelas merupakan syarat mutlak dalam pengembangan 
pariwisata.Tanpa arah pengembangan yang pasti dan disepakati oleh seluruh 
stakeholders, maka pembangunan yang dilaksanakan dapat kehilangan fokus 
dan rentan terhadap kemungkinan munculnya dampak negatif yang tidak 
diinginkan. Mengingat pariwisata sangat multisektoral maka dalam 
perencanaannya perlu diintegrasikan dalam satu rencana wilayah yang 
komprehensif yang dalam pelaksanaannya juga membutuhkan komitmen dan 
dukungan dari semua pihak secara terus menerus. 

Kabupaten Lampung Timur memiliki kekayaan alam dan budaya tradisional 
yang berpotensi besar untuk dikembangkan dalam bidang kepariwisataan. Luas 
wilayah Kabupaten Lampung Timur mencapai 5.325,03 km2 .Jumlah penduduk 
mencapai 1.115.442 jiwa lebih yang terdiri dari berbagai suku seperti: Lampung 
(Pepadun, Melinting dan Pesisir), Jawa, Bali, Sunda, Batak, Palembang, dan lain-
lain. 

Sejalan dengan itu, maka untuk lebih dapat menarik minat kunjungan wisatawan 
ke Kabupaten Lampung Timur, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur 
melalui Dinas Pariwisata akan melakukan suatu penataan objek wisata kawasan 
penyangga dan koridor Taman Nasional Way Kambas dan juga Pemerintah 
Kabupaten Lampung Timur telah mencanangkan program pembangunan 
pariwisata sebagai salah satu sektor andalan karena melihat besarnya potensi 
alam dan budaya yang terdapat di Kabupaten Lampung Timur. 

Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di Lampung Timur sampai saat ini 

masih perlu ditingkatkan kembali untuk pembinaan pemuda, organisasi 

pemuda, dan kelompok olahraga serta sarana dan prasarana yang mendukung 

aktivasi kepemudan dan olahraga agar tercapainya tujuan yaitu menjadikan 

sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.  
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1.2. LANDASAN HUKUM 

 

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional. 

2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. 
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. 
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Sistem Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 
6. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk 

Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025. 
7. Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata 

Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Rakyat dan 
Taman Wisata Alam. 

8. Instruksi Presiden No. 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pengembangan 
Pariwisata Nasional. 

9. Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan 
Olahraga. 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.  

11. Peraturan Menteri Kebudayaan & Pariwisata  No: 
PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya 
Tarik Wisata. 

12. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. 

13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 1516 Tahun 2016 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga. 

14. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 46 Tahun 2019 tentang Nilai-
Nilai Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga. 

15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2011 tentang 
Kepariwisataan. 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 
2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur 
Nomor 24). 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur  No. 10 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 
Lampung Timur 2005-2025. 

18. Peraturan Bupati LampungTimur No. 05 Tahun 2021 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung 
Timur Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 
2021-2026. 
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19. Peraturan Bupati Lampung Timur No. 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan Dan Olahraga. 
 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Penyusunan Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten 
Lampung Timur Tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja dimaksudkan 
sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu 
Tahun 2025, dan tujuannya adalah memberikan arah dan sasaran yang ingin 
dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan 
Olahraga Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun 
kedepan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran sesuai 
dengan ketersediaan dan kebijakan anggaran. 

 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

 

I. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 
1.2. Landasan Hukum 
1.3. Maksud dan Tujuan 
1.4. Sistematika Penulisan 

II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra PD 
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional 
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 
3.3. Program dan Kegiatan 

IV. Penutup 
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bab II 

evaluasi pelaksanaan renja pd 

tahun lalu 
 
 

 
 

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU 
DAN CAPAIAN RENSTRA PD 

 

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Oleh SKPD Dinas Pariwisata Tahun 
Anggaran 2023 adalah sebagai berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 
 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 
 a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

dengan alokasi dana sebesar Rp88.396.950 dan terealisasi sebesar                    
Rp87.291.594 (98,75%). 

  Output : Penyediaan dokumen perencanaan perangkat daerah. 
  Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah. 
     
 b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan 

alokasi dana sebesar Rp7.186.000 dan terealisasi sebesar Rp7.186.000 
(100%). 

  Output : Penyediaan dokumen RKA-SKPD. 
  Outcome : Tersediannya dokumen RKA-SKPD. 
     
 c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan alokasi 

dana sebesar Rp6.186.020 dan terealisasi sebesar Rp5.524.200 (89,30%). 

  Output : Penyediaan DPA-SKPD 
  Outcome : Tersediannya DPA-SKPD 
     
 d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi dana sebesar 
Rp33.100.000 dan terrealisasi sebesar Rp30.982.600 (93,60%). 

  Output : PenyediaanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD.  

  Outcome : Tersediaanya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD. 
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 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 
 a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi dana 

sebesar Rp4.585.813.980 dan terealisasi sebesar Rp4.431.156.138 (96,63%) 

  Output : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. 
  Outcome : TersedianyaGaji dan Tunjangan ASN. 
     

 b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan 
alokasi dana sebesar Rp140.240.000 dan terealisasi sebesar Rp120.740.000 
(86,10%). 

  Output : Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. 
  Outcome : Tersedianya administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. 
     

 c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp61.585.000 dan 
terealisasi sebesar Rp60.710.000 (98,58%). 

  Output : Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

  Outcome : Tersedianya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

     

 d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp6.000.000 dan terealisasi 
sebesar Rp5.185.200 (86,42%). 

  Output : Penyediaan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 
  Outcome : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 
     

 e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan alokasi dana sebesar 
Rp6.000.000 dan terrealisasi sebesar Rp6.000.000 (100%). 

  Output : Penyediaan Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD. 

  Outcome : Tersedianya Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD. 

     
 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 
 a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan 

alokasi dana sebesar Rp37.815.000 dan terrealisasi sebesar Rp37.800.000 
(99,96%) 

  Output : Penyediaan Penatausahaan Barang Milik Daerah 
  Outcome : Tersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah 
     
 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

 a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi 
Kepegawaian dengan alokasi dana sebesar Rp7.215.000 dan terealisasi 
sebesar Rp7.200.000 (99,79%). 

  Output : Penyediaan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem 
Informasi Kepegawaian 

  Outcome : Tersediannya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem 
Informasi Kepegawaian 
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 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

 a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp7.994.200 dan 
terealisasi sebesar Rp7.984.600 (99,88%). 

 Output : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor. 

 Outcome : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor. 

    
 b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan 

alokasi dana sebesar Rp59.609.600 dan terealisasi sebesar Rp57.301.700 
(96,13%). 

  Output : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 
  Outcome : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 
     
 c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi dana 

sebesar Rp2.259.200 dan terealisasi sebesar Rp1.976.800 (87,50%). 

  Output : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. 
  Outcome : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga. 

  
 d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi dana 

sebesar Rp60.752.800 dan terealisasi sebesar Rp59.472.900 (97,89%). 

  Output : Penyediaan Bahan Logistik Kantor. 
  Outcome : Tersediannya Bahan Logistik Kantor. 
     
 e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan 

alokasi dana sebesar Rp27.306.864 dan terealisasi sebesar Rp26.330.200 
(96,42%). 

  Output : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 
  Outcome : Tersediannya Barang Cetakan dan Penggandaan. 
     
 f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

dengan alokasi dana sebesar Rp155.513.000 dan terealisasi sebesar 
Rp154.805.000 (99,54%) 

  Output : Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 
  Outcome : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 
     

 
 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

 a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
dengan alokasi dana sebesar Rp49.140.000 dan terealisasi sebesar 
Rp41.432.443 (84,32%). 

  Output : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik. 

  Outcome : Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik. 
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 b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi 
dana sebesar Rp889.190.760 dan terealisasi sebesar Rp889.065.600 
(99,99%). 

  Output : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 
  Outcome : Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor. 
     
 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

 a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa, Biaya Pemeilharaan dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi dana 
sebesar Rp324.160.000 dan terealisasi sebesar Rp304.268.610 (93,86%).  

  Output : Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas. 
  Outcome : Terpeliharaanya Kendaraan Dinas. 
     
 b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi 

dana sebesar Rp10.150.000 dan terealisasi sebesar Rp10.150.000 (100%). 

  Output : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin. 
  Outcome : Terpeliharaanya Peralatan dan Mesin. 
     
     
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. 

 Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah 
Kabupaten/Kota 

 a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata dengan 
alokasi dana sebesar Rp15.000.000 dan terealisasi sebesar Rp15.000.000 
(100%). 

  Output : Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 
  Outcome : Terbinanya Usaha Pariwisata 
     
  
3. Program Pemasaran Pariwisata. 
 Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, 

Destinasi dan Pariwisata Kabupaten/Kota 
 a. Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan 

Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri dengan alokasi dana sebesar 
Rp0 dan terealisasi sebesar Rp0 (0%). 

 Output : - 
 Outcome : - 
  
 b. Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan 

Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar 
Rp150.208.509 dan terealisasi sebesar Rp149.983.500 (99,85%). 

  Output : Peningkatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata 
Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata 

  Outcome : Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata 
Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata 

     
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

 Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 
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Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 

 a.  Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif Tingkat Dasar dengan alokasi dana sebesar Rp210.000.000 dan 
terealisasi sebesar Rp209.344.000 (99,69%). 

  Output : Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 

  Outcome : Berkembangnya Kompetensi SDM Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 

     
 b. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan 

Kemitraan Pariwisata dengan alokasi dana sebesar Rp123.159.000 dan 
terealisasi sebesar Rp122.286.800 (99,29%). 

  Output : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam 
Pengembangan Kemitraan Pariwisata. 

  Outcome : Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam 
Pengembangan Kemitraan Pariwisata. 

     
 c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompotensi Sumber Daya 

Manusia Ekonomi Kreatif dengan alokasi dana sebesar Rp50.000.000 dan 
terealisasi sebesar Rp49.992.000 (99,98%). 

  Output : Peningkatan Fasilitasi Pengembangan Kompotensi 
Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif. 

  Outcome : Meningkatnya Kompotensi Sumber Daya Manusia 
Ekonomi Kreatif. 

 
    
5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 

Kegiatan Penyadaran,Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda dan 
Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha 
Muda Pemula, dan pemuda Kader kabupaten/Kota 

a. Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan,Pemanfaatan,Pemeliharaan, dan 
Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota 
dengan alokasi dana sebesar Rp784.379.335 dan terealisasi sebesar 
Rp744.355.900 (94,90%). 

 Output : Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota  
 Outcome : Terkelolanya Sarana dan Prasarana Kepemudaan 

Kabupaten/Kota 
    

b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar 
Bendera dengan alokasi dana besar Rp648.411.900 dan terealisasi 
Rp642.185.500 (99,04%) 

Output : Pelaksanaan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar 
Bendera 

Outcome : Terlaksanannya Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar 
Bendera 

 
6.  Pogram Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan  
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang 
Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah. 

a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan 
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Sarana dan Prasarana OLahraga Kabupaten /Kota dengan alokasi dana 
sebesar Rp3.007.960.000 dan terealisasi sebesar Rp3.002.910.400 (99,83%). 

Output : Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga  
Outcome : Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga  

 
Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Sigle 
Event Tingkat Kabupaten / Kota dengan alokasi dana sebesar 
Rp215.999.900 dan terealisasi sebesar Rp215.249.700(99,65%). 

 Output : Pelaksanaan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single 
Event 

 Outcome : Terlaksanaanya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan 
single Event  

    
b. Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan 

Kejuaraan dengan alokasi dana sebesar Rp75.000.000 dan terealisasi 
sebesar Rp74.999.900  (100%). 

 Output : Pelaksanaan Kejuaraan 
 Outcome : Terlaksanannya Kejuaraan 
    
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi  

a.  Sub Kegiatan Penyelenggaraan,Pengembangan dan pemasalan festival 
dan Olahraga Rekreasi dengan alokasi dana sebesar Rp146.611.300 dan 
terealisasi sebesar Rp145.968.900 (99,56%). 

 Output : Penyelenggaraan festival dan Olahraga Rekreasi 
 Outcome : Terselenggaranya festival dan Olahraga Rekreasi 
    
b. Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisonal dalam 

Masyarakatdengan alokasi dana sebesar Rp124.485.300 dan terealisasi 
sebesar Rp122.762.800(98,62%). 

 Output : Pelaksanaan Pemanfaatan Olahraga Tradisional  
 Outcome : Terlaksananya Pemanfaatan Olahraga Trasional. 

 
 
 

c. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD 

 

Kinerja pelayanan SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur meliputi 
1 garapan urusan pemerintahan : 

 URUSAN KEPARIWISATAAN melaksanakan promosi pariwisata nusantara 
didalam dan diluar negeri, promosi pariwisata, seni budaya nusantara 
dalam provinsi,pembuatan materi dan media informasi kepariwisataan, 
peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, 
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang 
pariwisata, pembinaan kerjasama kemitraan terhadap pengelola obyek, 
pembuatan paket wisata dan travel pattern. 
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 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA melaksanakan pelatihan 
wasit, pelatih, dan juri, pembinaan dan pembibitan olahraga, 
menyelenggarakan kompetisi olahraga, meleksanakan pelatihan 
keterampilan dan kewirausahaan bagi pemuda, pembangunan sarana dan 
prasarana keolahragaan. 

 
 

d. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN 
TUGAS DAN FUNGSI SKPD 

 

Beberapa isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas 
Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur antara lain:  

▪ Taman Nasional Way kambas yang merupakan salah satu destinasi wisata 
Kabupaten Lampung Timur yang masuk sebagai warisan salah satu taman 
warisan ASEAN (Asean Heritage Park/AHP), kawasan strategis pariwisata 
provinsi Lampung. 

▪ Pariwisata merupakan salah satu dari tiga dimensi pembangunan 
NAWACITA Presiden JOKOWI-JK RPJMN 2015-2019. 

▪ Pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah Kabupaten 
Lampung Timur Tahun 2016-2021 (RPJMD Kabupaten Lampung Timur). 

▪ Infrastruktur jalan menuju objek wisata (Taman Nasional Way Kambas,Situs 
Purbakala Pugung Raharjo, Desa Tradisional Wana, DAM Swadaya, Pantai 
Kerang Mas, Danau Jepara yang tidak memadai (rusak). 

▪ Kurangnya SDM dibidang pariwisata untuk mengelola objek-objek wisata 
yang ada di Kabupaten Lampung Timur. 

▪ Masih Kurangnya sarana dan prasarana pariwisata di destinasi wisata untuk 
mendukung pelayanan kepada wisatawan. 

▪ Masih kurangnya promosi wisata di Kabupaten Lampung Timur Untuk 
Meningkatkan Branding Pariwisata Kabupaten Lampung Timur. 

▪ Belum optimalnya sinergitas program pembangunan lintas sector dalam 
pengembangan pariwisata yang multidimensional. 

▪ Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan (Community 
based tourism) untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, menyediakan 
pengalaman yang berkualitas pada wisatawan, dan pemeliharaan/pelestrian 
kualitas lingkungan (Kearifan Lokal). 

▪ Terbatasnya jumlah kegiatan bila dibandingkan dengan jumlah pemuda dan 

luasnya cakupan wilayah pembinaan yang tersebar di 24 kecamatan. 

▪ Kegiatan kepemudaan belum dirasakan menyentuh pemuda di daerah. 

▪ Kelangkaan sarana gedung kepemudaan membuat aktivitas pemuda belum 

terakomodir melalui kegiatan/kreativitas pembinaan dalam ruang. 

▪ Organisasi Kepramukaan di Kabupaten Lampung Timur belum terfasilitasi 

dalam pengembangan organisasi. 

▪ Belum adanya fasilitas pemuda dalam rangka peningkatan iptek dan imtak. 

▪ Belum terlaksananya pelatihan kader pemuda anti narkoba. 
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▪ Prestasi pemuda Kabupaten Lampung Timur masih kurang khususnya pada 

keikutsertaan kegiatan pemuda tingkat provinsi dan nasional.  

▪ Masih minimnya fasilitasi pembinaan, penyelenggaraan event olahraga 

prestasi tingkat daerah (single dan/atau multi event). 

▪ Minimnya fasilitasi/Bantuan pemerintah berupa prasarana olahraga 

pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. 

▪ Minimnya fasilitasi pembinaan klub olahraga 

▪ Belum terlaksananya kampanye olahraga rekreasi, massal, petualangan, 

tantangan dan wisata. 

▪ Belum terlaksananya kampanye olahraga di Sekolah Dasar, Menengah, 

Perguruan Tinggi, Pendidikan Non Formal dan Informal. 

▪ Belum terlaksananya olahraga tradisonal, usia dini dan lansia. Olahraga 

penyandang cacat dan olahraga di lembaga kemasyarakatan. 

▪ Belum terselenggaranya kelas khusus keolahragaan di tingkat pelajar. 

 

Tantangan dan Peluang 

Untuk menentukan Faktor Kunci Keberhasilan diperlukan suatu kajian serta 
evaluasi kondisi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam menjalani 
tugas-tugas pengawasan di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan 
Olahraga Kabupaten Lampung Timur antara lain yaitu: 

1. Lingkungan Internal 

a. Kekuatan (Strength) yaitu; Telah ditetapkannya Perda RIPPDA sebagai 
landasan bagi semua kegiatan pemanfaatan potensi pariwisata secara 
optimal, serasi, selaras, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan 
berkelanjutan. 

b. Kelemahan (Weakness) yaitu; Keterbatasan SDM dibidang 
Kepariwisataan, Kurangnya sarana dan prasarana pendukung, Tidak 
adanya media promosi yang bersifat global, rendahnya tingkat keamanan 
wisatawan, Belum tersampaikannya informasi program dan kegiatan 
Kepemudaan dan Olahraga kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan. 

2. Lingkungan Eksternal 

a. Peluang (Opportunity) yaitu; Pariwisata merupkan salah satu prioritas 

pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur, Jumlah pemuda yang 

banyak di Kabupaten Lampung Timur sehingga berpeluang untuk 

menjadikan pemuda yang berkompetensi. 

b. Ancaman (Threatness) yaitu; Dengan mulai berlakunya MEA dan bebas visa 

maka daya saing kepariwisataan perlu ditingkatkan, Penanganan pemuda 

belum tertangani secara optimal, Luasnya wilayah pembinaan pemuda. 
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e. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 

 

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 
bertema, “Memacu Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayan Publik dan 
Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas”. 

Rancangan Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 
2025 : 

1. Memacu Pemulihan Ekonomi. 

2. Memacu Pembangunan Infrastruktur. 

3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter. 

4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat. 

5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi. 

6. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana. 
 
 
 

f. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN 
KEGIATAN MASYARAKAT 

 

Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten 
Lampung timur Tahun 2025 pada dasarnya merupakan pengakomodasian 
program kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan baik untuk pembiayaan 
rutinitas dinas maupun pembiayaan kegiatan yang sudah terencana secara 
internal juga pengakomodasian program kegiatan yang diusulkan oleh 
masyarakat, asosiasi-asosiasi yang merupakan stake holder bidang 
kepariwisataan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai mitra kerja Dinas dalam 
mewujudkan visi ”Rakyat Lampung Timur Berjaya.” 

Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan, maupun 
berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan 
pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan ditampilkan dalam tabel 1. 

 

Tabel 1. Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan. 

No Program /kegiatan Hasil kegiatan 

1 Program Pariwisata 

 

 

Pengelolaan Daya Tarik Wisata. 

Pengembangan Daya Tarik Wisata. 

Layana Fasilitasi Pendaftaran Usaha 
Pariwisata. 

Penguatan Promosi Pariwisata Dalam dan 
Luar Negeri. 

Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan 
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Pariwisata Dalam dan Luar Negeri. 

2 Program Ekonomi Kreatif Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM 
Ekonomi Kreatif 

Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan 
Pendampingan Ekonomi 
Kreatif.Peningkatan Peran Serta Masyarakat 
dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 

Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi 
Masyarakat, Guru, dan Pelajar. 

Pendampingan Standarisasi Usaha dan 
Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif 

3 Program Kepemudaan  Pemuda Pelopor yang Ditingkatkan 
Kapasitas Daya Saingnya. 

Wirausaha pemuda yang ditingkatkan 
kapasitas daya saingnya. 

Pemuda Kader yang diseleksi sebagai 
Pasukan Pengibaran Bendera. 

Pemuda Kader yang terfasilitasi kemitraan 
dengan dunia usaha. 

Peningkatan kapasitas organisasi 
kepemudaan 

4 Program Keolahragaan Pembinaan Dan Pelatihan Olahraga Yang 
Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dan 
Dunia Usaha 

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Oleh 
Perkumpulan Olahraga 

Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event 
Dan Single Event Tingkat Kabupaten 

Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan 
Olahraga Tingkat Kabupaten. 
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bab III 

tujuan, sasaran, 

program dan kegiatan 
  
 
 
  

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI 

 

Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk 
Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010/2025. 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional yang selanjutnya disebut 
dengan RIPPARNAS adalah dokumen perencanaan pembangunan 
kepariwisataan nasional untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak 
tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. 

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KSPN adalah 
kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk 
pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam 
satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, 
pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta 
pertahanan dan keamanan. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk 
Pembangunan Kepariwisataan Nasional dinyatakan bahwa Taman Nasional Way 
Kambas termasuk dalam Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional, dan 
masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, yakni Destinasi Pariwisata 
Nasional Krakatau-Ujungkulon dan sekitarnya. 

Selain itu Provinsi Lampung juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 
tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RlPP) Provinsi 
Lampung Tahun 2012-2032, yang didalamnya menetapkan Kabupaten Lampung 
Timur termasuk ke dalam Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Provinsi Lampung 
yaitu di Taman Nasional Way Kambas. 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 04 Tahun 2016 Tentang 
Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Lampung Timur 
Tahun 2016-2030 menetapkan obyek dan daya tarik wisata daerah meliputi: 
wisata alam dan bahari, wisata sejarah dan budaya, wisata minat khusus, wisata 
perkotaan, wisata kuliner dan event. 

Dari berbagai obyek dan daya tarik wisata diatas ada satu yang diharapkan 
menjadi pemantik (triger) untuk mengangkat obyek dan daya tarik wisata lainnya 



 Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Tahun Anggaran 2025 

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur 15 

yaitu wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan, baik yang berlokasi sekitar 
Taman Nasional Way Kambas dan Wisata Bahari di Pantai Kerang Mas. 

Dari kebijakan kepemudaan dan olahraga yaitu meningkatkan pemberdayaan 

dan pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan, Meningkatkan kualitas 

sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda 

mandiri, Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat 

daerah. 

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD 

 

Tujuan : 

1. Menjadikan Kabupaten Lampung Timur sebagai salah satu daerah tujuan 
investasi di bidang kepariwisataan. 

2. Mengembangkan kepariwisataan yang dapat memberikan kontribusi bagi 
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. 

3. Mengembangkan destinasi pariwisata dengan peningkatan sarana dan 
prasarana serta pengembangan objek wisata unggulan. 

4. Meningkatkan pelestarian, pengembangan, dan kreatifitas masyarakat 
terhadap seni dan budaya daerah yang menjadi aset dan daya tarik wisata 
budaya Lampung Timur (Kearifan Lokal).  

5. Mengembangkan pemuda dan organisasi pemuda di Lampung Timur. 

6. Meningkatkan sarana dan prasarana aktivasi olahraga dan kepemudaan. 

7. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga di Lampung Timur.  

Sasaran : 

1. Regulasi yang mengatur kemudahan-kemudahan bagi investor untuk 
menanamkan investasinya di Lampung Timur. 

2. Mengembangkan pemasaran dan promosi pariwisata. 
3. Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana Pariwisata. 
4. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan Kearifan Lokal. 
5. Meningkatnya organisasi pemuda di Lampung Timur. 
6. Meningkatnya kelompok-kelompok olahraga di Lampung Timur. 
7. Mengembangkan sarana dan prasarana aktivasi olahraga dan kepemudaan. 

  
 

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

Rencana kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten 
Lampung Timur Tahun 2025 tertuang dalam program dan kegiatan yang akan 
dilaksanakan sebagai berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah 
▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 
▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 
▪ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 
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▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 
 

 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 
▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
▪ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 
▪ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD 
▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD 
▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ 

Semesteran SKPD 

 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah 
▪ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 

 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 
▪ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 
▪ Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 
▪ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

 Administrasi Umum Perangkat Daerah 
▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 
▪ Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 
▪ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 
▪ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
▪ Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 
▪ Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
▪ Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 
▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 
▪ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 
▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya 

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 

 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 
▪ Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 
▪ Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 
▪ Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 
▪ Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata 

Kabupaten/Kota 
 

 Pengelolaan Kawasan Stratagis Pariwisata Kabupaten/Kota 
▪ Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 
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▪ Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 
▪ Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 
▪ Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam 

Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 
▪ Monitoring dan Evaluasi Kawasan Strategis Pariwisata 

Kabupaten/Kota 
▪ Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis 

Pariwisata Kabupaten/Kota 
▪ Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan 

Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 

 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 
▪ Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 
▪ Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 
▪ Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 
▪ Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam 

Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 
▪ Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan deatinasi Pariwisata 

Kabupaten/Kota 
▪ Pemberdayaan Masayarakat dalam Pengelolaan destinasi Pariwisata 

Kabupaten/Kota 
▪ Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan 

Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 

 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah kabupaten/Kota 
▪ Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota 
▪ Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota 
▪ Pengelolaan Investasi Pariwisata 
▪ Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 
▪ Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata 

3. Program Pemasaran Pariwisata 

 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan 
Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 
▪ Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media 

Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri 
▪ Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri 

Pariwisata Kabupaten/Kota 
▪ Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata 

Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 
▪ Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar 

Negeri 
▪ Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

4. Program Pengembangan Ekonomi Kraetif Melalui Pemantapan dan 
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 

 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) 
Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan 
Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota 
▪ Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif 
▪ Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif 
▪ Pengembangan Sistem Pemasaran 
▪ Fasilitas Kekayaan Intelektual (HAKI) 
▪ Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 
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▪ Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 
 
 

5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 

 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 
▪ Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Tingkat Dasar 
▪ Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan 

Kemitraan Pariwisata 
▪ Pelatihan Peran Serta Masyarakat bagi Masyarakat,Guru dan Pelajar 

(Mahasiswa dan/atau Siswa) 
▪ Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi 

Kreatif 
▪ Monitor dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 
▪ Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia 

Usaha 
▪ Standarisasi Usaha dan sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif 

6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 

 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan 
Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha 
Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 
▪ Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas 

Daya Saing Pemuda Pelopor 
▪ Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas 

Daya Saing Wira Usaha Pemula 
▪ Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas 

Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota 
▪ Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, 

Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana Dan 
Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses 
Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi Dan Pengambilan Keputusan 
Program Strategis Kepemudaan 

▪ Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan 
Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah 
/RAD Tingkat Kabupaten/Kota 

▪ Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan 
Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota 

▪ Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organasasi Pemuda yang 
Berjasa dan/atau Berprestasi 

▪ Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan 
Pemuda 

▪ Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan 
 

 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 
▪ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda 

atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan deangan Dunia 
Usaha 
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▪ Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan 
Kabupaten/Kota 
 

7. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan  

 Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang 
Pendidikan yang Menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota 
▪ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan 

Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta 
Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan olah Masyarakat dan Dunia 
Usaha 

▪ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan 
Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan 
Pendidikan Dasar 

▪ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan 
Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 
 

 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 
▪ Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event 

Tingkat Kabupaten/Kota 
▪ Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat 

Kabupaten/Kota 
▪ Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaran Kejuaraan 

 
 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah 

Provinsi 
▪ Seleksi Atlet Daerah 
▪ Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Keolahragaag (Sport Science) 
▪ Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Kabupaten/Kota 
▪ Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral 

Olahraga 
 

 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 
▪ Standarisasi Organisasi Keolahragaan 
▪ Pengembangan Organisasi Keolahragaan 
▪ Peningkatan kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 

deangan Lembaga Terkait 
▪ Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi 

 
 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 

▪ Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan 
Olahraga Rekreasi 

▪ Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 
▪ Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana 

Olahraga Rekreasi 
▪ Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 
▪ Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat 
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bab IV 

penutup 
 

 
 

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kepemudaan 
dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 mengacu pada Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 
Dengan adanya Rencana Kerja SKPD ini membantu Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur dalam mewujudkan visi 
misi Kabupaten Lampung Timur. 

Peran serta yang maksimal dari seluruh potensi stakeholder Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur dalam rangka 
penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab 
pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Harapannya rencana kerja ini dapat 
mendorong peningkatan pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur. 

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan 
Olahraga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini disampaikan sebagai 
pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada 
tahun-tahun mendatang. 
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2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Presentase Sasaran Program Pengembangan Kapasitas 

Daya Saing Kepemudaan 
Lampung Timur 100% 852,000,000                    APBD 100% 370,000,000                   

2 19 02 2.01

Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan

Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda

Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda

Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Presentase Sasaran Kegiatan Penyadaran, 

Pemberdayaan, dan Pengembangan

Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda

Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda

Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Lampung Timur 100% 852,000,000                    APBD 100% 370,000,000                   

2 19 02 2.01 0011
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi 

Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota
Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang 

Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda
Lampung Timur 10 Orang 64,450,000                     APBD 10 Orang 110,000,000                   

2 19 02 2.01 0015
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi 

Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota

Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang 

Difasilitasi Pengembangan Pemuda Pelopor
Lampung Timur 30 Orang 163,300,000                    APBD 30 Orang 110,000,000                   

2 19 02 2.01 0016
Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota 

yang tersedia
Lampung Timur 1 Unit 624,250,000                    APBD 1 Unit 150,000,000                   

2 19 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 
Presentase Sasaran Program Pengembangan Kapasitas 

Daya Saing Keolahragaan
Lampung Timur 100% 2,264,761,104                 APBD 100% 1,100,000,000                

2 19 03 2.01
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang 

Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Presentase Sasaran Kegiatan Pembinaan dan 

Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang 

Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota

Lampung Timur 100% 1,202,983,104                 APBD 100% 350,000,000                   

2 19 03 2.01 0005

Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, 

pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat 

kabupaten/kota yang tersedia
Lampung Timur 5 Unit 1,202,983,104                 APBD 5 Unit 350,000,000                   

2 19 03 2.02
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Presentase Sasaran Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan 

Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Lampung Timur 100% 487,171,000                    APBD 100% 350,000,000                   

2 19 03 2.02 0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event 

Tingkat Kabupaten/Kota
Lampung Timur 5 Kegiatan 237,171,000                    APBD 5 Kegiatan 150,000,000                   

2 19 03 2.02 0006
Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan 

olahraga

Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat 

kabupaten/kota
Lampung Timur 30 Orang 250,000,000                    APBD 30 Orang 200,000,000                   

2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
Presentase Sasaran Kegiatan Pembinaan dan 

Pengembangan Olahraga Rekreasi
Lampung Timur 100% 574,607,000                    APBD 100% 400,000,000                   

2 19 03 2.05 0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga 

Tradisional di Masyarakat
Lampung Timur 2 Dokumen 289,680,000                    APBD 2 Dokumen 200,000,000                   

2 19 03 2.05 0010

Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan 

berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional
Jumlah Lembaga yang

terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival 

dan Olahraga Rekreasi

Lampung Timur 5 Lembaga 284,927,000                    APBD 5 Lembaga 200,000,000                   

3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Presentase sasaran Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota
Lampung Timur 100% 8,111,451,625                 APBD 100% 8,641,000,000                

1
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3 26 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah
Presentase Dokumen dan Laporan Kegiatan Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah
Lampung Timur 100% 27,036,636                     APBD 100% 31,000,000                     

3 26 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lampung Timur 4 Dokumen                        6,695,466  APBD 4 Dokumen                        7,000,000 

3 26 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD Lampung Timur 1 Dokumen                        7,226,802  APBD 1 Dokumen                        7,000,000 

3 26 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD Lampung Timur 1 Dokumen 6,975,135                       APBD 1 Dokumen 7,000,000                       

3 26 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD
Lampung Timur 5 Laporan 6,139,233                       APBD 5 Laporan 10,000,000                     

3 26 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Presentase Peradministrasian Pengelola Keuangan dan 

Laporan Keuangan Kegiatan Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

Lampung Timur 100%                 5,320,427,100  APBD 100%                 4,675,000,000 

3 26 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Lampung Timur 50 Orang                 5,133,607,743  APBD 50 Orang                 4,500,000,000 

3 26 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN
Lampung Timur 1 Dokumen                    144,980,000  APBD 1 Dokumen                    140,000,000 

3 26 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD
Lampung Timur 1 Dokumen                      24,735,000  APBD 1 Dokumen                      25,000,000 

3 26 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD

Lampung Timur 1 Laporan 8,696,505                       APBD 1 Laporan 5,000,000                       

3 26 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Lampung Timur 1 Laporan 8,407,852                       APBD 1 Laporan 5,000,000                       

3 26 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah
Presentase Penatausahaan Barang Milik Daerah Kegiatan 

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah
Lampung Timur 100% 32,697,743                     APBD 100% 40,000,000                     

3 26 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 

SKPD
Lampung Timur 1 Laporan 32,697,743                     APBD 1 Laporan 40,000,000                     

3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Presentase Penyediaan Bahan-bahan logistik dan SPPD 

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Lampung Timur 100%                    438,534,666  APBD 100%                    370,000,000 

3 26 01 2.06 0001 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang Disediakan
Lampung Timur 2 Paket                        4,952,987  APBD 2 Paket                      15,000,000 

3 26 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan
Lampung Timur 3 Paket 198,493,641                    APBD 3 Paket 40,000,000                     

3 26 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

Lampung Timur 1 Paket                        2,035,200  APBD 1 Paket                      10,000,000 

3 26 01 2.06 0004 penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Lampung Timur 29 Jenis                      14,476,268  APBD 29 Jenis                      30,000,000 

3 26 01 2.06 0005 penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 

Disediakan
Lampung Timur 1 Paket                      19,584,570  APBD 1 Paket                      25,000,000 

3 26 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Dalam dan Luar 

Lampung Timur
2 Laporan                    198,992,000  APBD 2 Laporan                    250,000,000 

3 26 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Presentase Barang Milik Daerah  kegiatan Pengadaan Barang 

Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Lampung Timur 100%                    864,870,000  APBD 100%                 1,000,000,000 

3 26 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan yang Disediakan
Lampung Timur 3 Unit                    126,000,000  APBD 3 Unit                    400,000,000 

3 26 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Lampung Timur 3 Unit                    738,870,000  APBD 3 Unit                    600,000,000 



LOKASI

TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA

 KEBUTUHAN DANA / 

PAGU INDIKATIF 

SUMBER 

DANA

TARGET CAPAIAN 

KINERJA

 KEBUTUHAN DANA / 

PAGU INDIKATIF 

2 3 4 5 6 7 8 9 101

KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2025

CATATAN 

PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026

3 26 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Presentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kegiatan 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Lampung Timur 100%                 1,005,902,760  APBD 100%                 1,850,000,000 

3 26 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan
Lampung Timur 12 Laporan                    116,712,000  APBD 12 Laporan                      50,000,000 

3 26 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

yang Disediakan
Lampung Timur 12 Laporan                    889,190,760  APBD 12 Laporan                 1,800,000,000 

3 26 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Presentase Pemeliharaan kendaraan dan mesin Kegiatan 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Lampung Timur 100%                    421,982,720  APBD 100%                    675,000,000 

3 26 01 2.09 0001
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Lampung Timur 11 Unit                    358,464,000  APBD 11 Unit                    450,000,000 

3 26 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Lampung Timur 10 Unit                      13,400,000  APBD 10 Unit                      25,000,000 

3 26 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya
Lampung Timur 3 Unit                      50,118,720  APBD 3 Unit                    200,000,000 

3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
Presentase Sasaran Program Peningkatan Daya Tarik 

Destinasi Pariwisata
Lampung Timur 100%                    380,000,000  APBD 100%                 1,000,000,000 

3 26 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Presentase Destinasi Wisata Kegiatan Pengelolaan Daya 

Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Lampung Timur 100% 230,000,000                    APBD 100% 200,000,000                   

3 26 02 2.01 0005
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai 

dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, 

Pemantapan, Revitalisasi)

Lampung Timur 10 Lokasi 230,000,000                    APBD 10 Lokasi 200,000,000                   

3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Presentase Sarana Destinasi Wisata Kegiatan Pengelolaan 

Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Lampung Timur 100%                    150,000,000  APBD 100%                    800,000,000 

3 26 02 2.03 0007
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata 

Kabupaten/Kota

Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata 

Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata 

Kabupaten/Kota

Lampung Timur 24 Lokasi 100,000,000                    APBD 24 Lokasi 300,000,000                   

3 26 02 2.03 0010
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan 

Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Lampung Timur 24 Laporan 50,000,000                     APBD 24 Laporan 500,000,000                   

3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Presentase Program Pemasaran Pariwisata Lampung Timur 100%                    404,999,980  APBD 100%                    310,000,000 

3 26 03 2.01
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis 

Pariwisata Kabupaten/Kota

Presentase Promosi Pemasaran Pariwisata Kegiatan 

Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, 

Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Lampung Timur 100%                    404,999,980  APBD 100%                    310,000,000 

3 26 03 2.01 0003
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar 

Negeri

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan 

Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam 

dan Luar Negeri

Lampung Timur 1 Dokumen 55,000,000                     APBD 1 Dokumen 200,000,000                   

3 26 03 2.01 0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar 

Negeri
Lampung Timur 1 Kegiatan 349,999,980                    APBD 1 Kegiatan 110,000,000                   

3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Presentase Sasaran Program Pengembangan Sumber Daya 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Lampung Timur 100%                 1,059,000,000  APBD 100%                    850,000,000 



LOKASI

TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA

 KEBUTUHAN DANA / 

PAGU INDIKATIF 

SUMBER 

DANA

TARGET CAPAIAN 

KINERJA

 KEBUTUHAN DANA / 

PAGU INDIKATIF 

2 3 4 5 6 7 8 9 101

KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2025

CATATAN 

PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026

3 26 05 2.01
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Tingkat Dasar

Presentase Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasaitas 

Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Tingkat Dasar

Lampung Timur 100%                    759,000,000  APBD 100%                    650,000,000 

3 26 05 2.01 0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 

yang Dikembangkan Kompetensinya
Lampung Timur 30 Orang                    319,000,000  APBD 30 Orang                    200,000,000 

3 26 05 2.01 0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi 

Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi 

Kreatif

Lampung Timur 30 Orang 440,000,000                    APBD 30 Orang 450,000,000                   

3 26 05 2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
Presentase Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku 

Ekonomi Kreatif
Lampung Timur 100% 300,000,000                    APBD 100% 200,000,000                   

3 26 05 2.02 0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Taknis 

dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
Lampung Timur 40 Orang 300,000,000                    APBD 40 Orang 200,000,000                   

13,072,212,709              12,271,000,000              

Sukadana,    Oktober 2024

Kepala Dinas Pariwisata,

Kepemudaan dan Olahraga,

Ahmad Badrullah, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP 197112032003121003
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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Alhamdulillah rasa syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat 

Tuhan Yang Maha Esa atas ridho-Nya, limpahan rahmat dan karunia-Nya 

yang tanpa batas, selalu mengalir untuk seluruh makhluk di bumi ini, 

sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja 

Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Sekretariat DPRD Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2025 dengan berpedoman pada Rencana Strategis 

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur serta sistematika 

penulisannya berpedoman pada  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008  pasal 40 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tentu saja 

kami sangat berharap akan saran dan kritik konstruktif dari semua pihak 

demi sempurnanya penyusunan Rencana Kerja ini. 

  Semoga RENJA-OPD ini bermanfaat bagi kita dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan dapat dijadikan sebagai tolok 

ukur bagi peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung 

Timur, serta bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten lampung Timur. 

 

 

 

Sukadana,     Maret 2025 

 
SEKRETARIS DPRD 

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

 
 

 

 
M. NOER ALSYARIF, S.E., M.M. 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19711125 199203 1 007 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   LATAR BELAKANG 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan 

memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam negeri Nomor 640/16/SJ 

tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca 

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 setiap Organisasi 

Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat 

Daerah (Renja-OPD) untuk periode 1 (satu) tahun.  

Renja-OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 

1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, Tujuan, sasaran, program dan 

kegiatan Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai dokumen rencana 

tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Sekretariat DPRD 

Kabupaten Lampung Timur mempunyai arti yang penting dan strategis 

dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan 

tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut : 

1. Rencana Kerja OPD merupakan dokumen yang secara substansial 

penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi 

yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam 

rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).  

2.  Rencana Kerja OPD merupakan acuan OPD untuk memasukkan 

program kegiatan kedalam KUA,PPAS dan perencanaan program 

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran 

(RKA) tahun 2025. 

3.  Rencana Kerja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi 

pelaksanaan program kegiatan Instansi, mengetahui sejauhmana 



capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan 

sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.  

Mengingat arti strategis dokumen Renja-OPD dalam mendukung 

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, 

maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja-

OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana 

tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah. 

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur Tahun 

2025 disusun dengan ketentuan :  

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 

sebelumnya dan mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan 

daerah Tahun 2025.  

2. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD 

Kabupaten Lampung Timur selaras dengan program dan kegiatan 

yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum 

Musrenbang.  

3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan 

indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) 

dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan 

maju.  

4. Rencana Kerja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS 

digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan 

Anggaran Perangkat Daerah. 

  

1.2 LANDASAN HUKUM 

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

(RENJA-PD) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur Tahun  2025 

adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat 

II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 



Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 

tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur  Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur  Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2012 Nomor 04); 

17. Peraturan Daerah kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 05); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten 

Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 

2016 Nomor 18); 

19. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 47 Tahun 2017 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Sekretariat DPRD. 

 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) 

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dimaksudkan 

sebagai dokumen resmi perencanaan  Daerah yang dipersyaratkan untuk 

mengarahkan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten 



Lampung Timur khususnya dan pembangunan tahunan pada umumnya. 

Penyusunan RENJA-PD Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung 

Timur bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada pencapaian 

tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan 

strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra, karena 

penyusunan RENJA-PD Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur 

berkaitan erat dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan, 

mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian 

program dan kegiatan. 

1.4  SISTEMATIKA PENULISAN 

Berdasarkan lampiran II Surat Edaran Bupati Lampung Timur 

Nomor 050/   /26-SK/2024 tanggal    Februari 2024 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung 

Timur Tahun 2025, sistematika penulisan Renja OPD sebagai berikut: 

Bab I PENDAHULUAN 

 1.1. Latar Belakang 

 1.2. Landasan Hukum 

 1.3. Maksud dan Tujuan 

 1.4. Sistematika Penulisan  

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU 

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian 

Renstra PD 

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD 

 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 

 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat  

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 

 2.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 

 2.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD 

 2.3. Program dan Kegiatan  

 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

Bab IV PENUTUP 

 

  



BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD  

TAHUN LALU  

 

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Sekretariat 

DPRD Kabupaten Lampung Timur disusun berdasarkan atas analisis kondisi 

obyektif pada tahun yang lalu, gambaran umum saat ini serta permasalahan 

yang timbul. Dari permasalahan tersebut kemudian disusunlah suatu program 

dan kegiatan. Gambaran permasalahan dimaksudkan untuk mendapatkan 

pemahaman besarnya tantangan yang masih harus dihadapi Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur saat 

sekarang dan perkiraan keadaan yang akan datang. 

 

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN 

RENSTRA-OPD 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Lampung Timur serta Peraturan Bupati Nomor 47 

Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan 

administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD 

dimana dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara 

administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat 

Daerah. 

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan  

administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta 

mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai 

dengan kemampuan keuangan Daerah. 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekreriat 

DPRD mempunyai fungsi : 

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD 

b. penyelengaraan administrasi keuangan DPRD 

c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD 

d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh 

DPRD; dan 

e. pengkajian dan penelaahan hukum dan perundang-undangan. 



Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD 

sebagaimana tercantum dalam Renstra-OPD tahun 2021-2026 adalah 

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung 

jawab”. 

Dari tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud, sasaran 

yang ingin diwujudkan adalah “Meningkatkan kualitas layanan Publik’’ 

dimana titik berat dari pelayanan sebagaimana dimaksud adalah 

memberikan supporting system terhadap pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi DPRD. 

Dalam mewujudkan sasaran Renstra sebagaimana dimaksud, pada 

tahun 2024 telah terealisasi 2 program dan 17 kegiatan dan 71 

subkegiatan pada tahun 2024. 

 

2.1.1  Pelaksanaan Program OPD Tahun 2024 

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau 

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk 

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. 

Program merupakan implementasi dari visi, misi, kebijakan dan 

strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur yang 

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur.  

Program yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 bertujuan 

untuk mewujudkan visi, misi, kebijakan dan strategi Sekretariat 

DPRD Kabupaten Lampung Timur tahun 2024.  

Adapun program-program Tahun Anggaran 2024 tersebut 

sebagai berikut:  

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 

Capaian pelaksanaan Program selama kurun waktu 1 (satu) 

Tahun Anggaran yaitu tahun 2024 secara umum berhasil dengan 

rata-rata prosentase capaian program 90,81% dengan perincian 

prosentase pada masing-masing program sebagaimana tabel 2.1. 

 

 

 

 

 



 

Tabel 2.1. 

Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat DPRD  

Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 

NO PROGRAM PROSENTASE 
CAPAIAN 

1. 

 

2. 

 

Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah  

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas 

dan Fungsi DPRD  

96,95% 

 

76,81% 

 

 

2.1.2 Pelaksanaan Kegiatan dan Subkegiatan OPD Tahun Anggaran 

2024 

Kegiatan dan subkegiatan merupakan bagian dari program 

yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

Sekretariat DPRD, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur 

pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 

pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang 

modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari 

beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai 

masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam 

bentuk barang/jasa. 

Dituangkannya kegiatan dan Subkegiatan di dalam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 bertujuan untuk mewujudkan 

visi, misi, kebijakan, strategi Sekretariat DPRD Kabupaten 

Lampung Timur. Dapat juga dipakai untuk mengukur sejauh mana 

kinerja/tingkat keberhasilan Sekretariat DPRD dalam kurun waktu 

1 (satu) tahun.  

1. Input 

Masukan (input) dari kegiatan-kegiatan yang telah 

tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat 

DPRD Tahun 2024 yaitu berupa dana yang berasal dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2024 sebesar Rp. 66.467.668.306,00 

(Enam Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta 

Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah) 

yang teralokasi untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak 

Langsung.  



Adapun alokasi anggaran yang khusus disediakan untuk 

Belanja Langsung guna membiayai Program dan kegiatan pada 

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 

adalah sebesar Rp. 33.319.590.456,00 (tiga puluh tiga milyar 

tiga ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu 

empat ratus lima puluh enam rupiah).  

2. Output 

Keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan yang telah 

tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat 

DPRD Tahun 2024 yaitu berupa belanja pegawai, belanja 

barang/jasa dan belanja modal. Pada tahun 2022 pagu 

anggaran sebagaimana tersebut diatas yang dipergunakan 

untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada Sekretariat DPRD 

terealisasi sebesar Rp.60.362.370.609 ,00 (enam puluh milyar 

tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam 

ratus sembilan rupiah ) atau sebesar  90,81%. 

3. Outcome 

Hasil (outcome) dari kegiatan-kegiatan yang telah tertuang 

di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD 

Tahun 2024 yaitu berupa antara lain: 

1. Terwujudnya kebutuhan pelayanan administrasi 

perkantoran seperti jasa surat menyurat, komunikasi, 

barang cetak dan penggandaan, kebersihan dan kesehatan 

kantor, Alat Tulis Kantor, bahan logistik kantor, peralatan 

dan perlengkapan kantor serta rapat-rapat koordinasi 

(perjalanan dinas); 

2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur 

(Pegawai Negeri Sipil Daerah) Kabupaten Lampung Timur; 

3. Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 

Kabupaten Lampung Timur; 

4. Tertatanya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada 

Sekretariat DPRD Tahun 2024 sebagaimana tabel 2.2. 

 



 Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD 

Sesuai dengan capaian pelaksanaan program dan kegiatan 

pada Sekretariat DPRD Tahun 2024 maka evaluasi terhadap hasil 

Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung 

Timur Tahun 2024 sebagaimana tabel 2.3.  

 

 

 

  



2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD 

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi 

kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan 

fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli 

yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya 

sesuai dengan kebutuhan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekreriat DPRD 

mempunyai fungsi : 

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 

2. penyelengaraan administrasi keuangan DPRD; 

3. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; 

4. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh 

DPRD; 

5. Pengkajian dan penelaahan hukum dan peraturan perundang-

undangan. 

Bedasarkan uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur 

pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan 

fungsi DPRD dimana dalam melaksanakan tugasnya secara teknis 

operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan 

DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretariat Daerah. 

Oleh karena itu pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sangat 

dipengaruhi oleh kinerja Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan 

manajerial. Keberhasilan maupun kegagalan DPRD sangat ditentukan 

oleh besar kecilnya dukungan Sekretariat DPRD sebagai bagian dari 

supporting system DPRD. 

Keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan 

administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD 

sangat tergantung dari proses penyusunan perencanaan yang 

dilaksanakan baik dari tingkat bawah (bottom-up) maupun tingkat atas 

(top-down) sehingga peran serta stakeholder sangat mendukung bagi 

tercapainya pelayanan dan pemberian dukungan yang lebih baik. 

  



Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran 

kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025, maka ditetapkan rencana tingkat 

capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan 

penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan 

dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan 

partisipatif serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan. Adapun capaian pelayanan kinerja Sekretariat DPRD 

sebagaimana tabel 2.4. 

 

Tabel 2.4 

Capaian Pelayanan Kinerja 

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur s.d. Tahun Anggaran 2026 

 

NO Indikator IKK 
TARGET RENSTRA REALISASI 

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 'Survey kepuasan 
masyarakat     

  65 76 77 78 79  66,28% 90,81% - - 

                

 

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD 

Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan  Undang 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 

Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Penegasan ini menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah telah memasuki 

era baru dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan 

salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama Kepala 

Daerah.  

Hal ini telah mengakhiri dualisme perangkat hukum yang selama 

ini mendasari segala bentuk aktifitas DPRD. Pengaturan yang sebelumnya 

diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, 

DPD dan DPRD telah disatukan dengan Undang Undang 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah dimana DPRD dan Kepala Daerah dalam 



menyelenggarakan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah. 

Kedudukan DPRD selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah  

juga sekaligus sebagai mitra Kepala Daerah.  

Selanjutnya di dalam kerangka otonomi daerah, pada Pasal 149 

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi pokok yaitu Pembentukan Perda, Anggaran 

dan Pengawasan. Oleh karena itu sebagai bagian dari suatu proses tata 

kelola pemerintahan yang desentralisasi, performansi DPRD di dalam 

pelaksanaan agenda otonomi daerah perlu didukung keberadaannya 

melalui penguatan kapasitas baik kelembagaan maupun individu 

sekaligus dukungan manajerial bagi operasionalisasi instrumen 

kelengkapannya. 

Optimalisasi peran dan fungsi DPRD dalam menjalankan tugas-

tugas pemerintahan tidak dapat dimaknai melalui variabel tunggal 

sebagai suatu entitas kelembagaan legislatif semata, namun tidak dapat 

dipungkiri sangat dipengaruhi oleh kinerja Sekretariat DPRD dalam 

memberikan dukungan manajerial. Keberhasilan maupun kegagalan 

DPRD sangat ditentukan oleh besar kecilnya dukungan Sekretariat DPRD 

sebagai bagian dari supporting system DPRD. 

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 215 ayat (3) Undang Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa 

“Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis 

operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan 

DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah 

melalui sekretaris daerah. Hal ini merefleksikan posisi Sekretariat DPRD 

sebagai entitas irisan politik lokal. 

Dan berdasarkan Pasal 215 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa secara 

normatif tugas sekretaris DPRD adalah : 

a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD; 

b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD; 

c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; 

d. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh 

DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. 

Di dalam penjelasan Pasal 215 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di atas yang menyangkut 

tugas-tugas administrasi kesekretariatan yang dilaksanakan oleh 

Sekretariat DPRD tidak hanya dapat dipahami melalui pendekatan 



formalitas-birokrasi semata, namun fungsi kesekretariatan yang melekat 

pada masing-masing alat kelengkapan DPRD harus mampu menjangkau 

jauh ke dalam ruang-ruang yang mampu memaksimalisasi pelaksanaan 

tugas dan fungsi DPRD. 

Berdasarkan hasil analisis internal dan organisasi, yang 

disesuaikan dengan visi dan misi serta berangkat dari kedudukan 

Sekretaris DPRD yang demikian sentral dan penting dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka isu strategis saat ini 

adalah: 

1. Isu Strategis Bidang Sumber Daya Manusia/ Aparatur 

Isu strategi ini meliputi peningkatan kualitas Sumberdaya 

Manusia/ aparatur, serta sarana penunjangnya dalam rangka 

memberikan pelayanan yang prima kepada Pimpinan dan Anggota 

DPRD dalam melaksanakan 3 (tiga) fungsi pokoknya yaitu 

Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan  

sebagaimana yang dituangkan dalam visi dan misi Sekretariat DPRD 

guna mendukung Visi dan Misi Kabupaten Lampung Timur.  

 Pimpinan dan Anggota DPRD semakin memerlukan dukungan dan 

pelayanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

 Untuk memenuhi tuntutan pelalayanan prima tersebut perlu 

peningkatan kompetensi SDM/aparatur. 

 Kompetensi SDM/aparatur juga disertai dengan penyediaan sarana  

dan prasarana penunjang yang memadai dalam menjalankan 

tugasnya. 

2. Isu Strategis Bidang Hukum dan Kelembagaan 

Isu strategis ini dalam bidang hukum dan kelembagaan meliputi 

aspek peraturan dan perundang-undangan yang sangat dinamis serta 

aspek kelembagaan sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi Sekretariat DPRD. 

 Diberlakukannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan  Undang 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrarif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang 

Perangkat  Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan 



Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota sehingga terdapat 

beberapa ketentuan-ketentuan yang akan direvisi.   

 Dinamika sosial, ekonomi dan budaya yang sangat dinamis dan 

semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga 

menimbulkan aspirasi yang disampaikan kepada DPRD sebagai 

wakilnya menuntut perlunya kesiapan regulasi peraturan 

perundang-undangan inisitif. 

 Terjadinya perubahan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sesuai 

dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 47 Tahun 2017 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Sekretariat DPRD sehingga diperlukan penataan kembali 

program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-

masing bagian dan sub bagian pada OPD Sekretariat DPRD. 

 

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan 

program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD 

tahun 2025, memang beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan 

awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal 

itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan-perubahan mengenai 

Peraturan–peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik 

dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan 

target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.  

 

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka OPD menyusun 

perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang 

disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah 

memadukan proses politik, proses partisipatif, proses bottom-up dan top-

down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih 

banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-

olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi 

usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  



Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk 

memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan yang 

bersifat top-down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang 

memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam 

proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah 

membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan 

memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan 

partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang 

diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana 

realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang 

besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat 

RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat 

Kecamatan, Forum OPD serta Musrenbang Tingkat Kota. Pada tahap 

Forum OPD, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan 

disinkronkan dengan usulan masing -masing OPD terkait. 

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang 

tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan 

kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra 

serta isu–isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan 

musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun renja 

OPD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum OPD yang 

dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan Renja adalah 

sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman 

indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam 

mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran 

pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas 

dan fungsi Sekretariat DPRD. Berdasarkan pemilahan dan pembahasan 

forum OPD dan juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2025, maka ditetapkan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten 

Lampung Timur tahun 2025 sebagaimana tabel 2.5. 

  



BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 

Arah kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025 mengambil 

tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” 

dengan rancangan prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sebagai 

berikut : 

1.   Swasembada Pokok: Pencapaian kemandirian pangan, energi, dan air. 

2.   Penguatan Ideologi & Demokrasi: Memperkokoh Pancasila, demokrasi, 

dan hak asasi manusia sebagai prioritas nasional pertama. 

3.    Reformasi Birokrasi: Penguatan sistem hukum, birokrasi, serta   

pencegahan dan pemberantasan korupsi maupun narkoba. 

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2025, 

Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan arah kebijakan pembangunan 

Provinsi Lampung Tahun 2025 dengan rancangan tema “Sinergi 

Memperkuat Kapasitas dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan Serta 

Kualitas Pembangunan Manusia” dengan rancangan prioritas 

pembangunan daerah provinsi Lampung Tahun 2025 sebagai berikut.: 

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan pemerataan pembangunan. 

2. Peningkatan kualitas hidup SDM. 

3. Penanggulangan kemiskinan. 

4. Pembangunan Infrastruktur. 

5. Reformasi Birokrasi. 

6. Pemantapan kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan 

demokratis. 

7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 

Selanjutnya, berdasarkan arah kebijakan pembangunan Provinsi 

Lampung Tahun 2025 maka rancangan awal RKPD Kabupaten Lampung 

Timur Tahun 2025 mengusung rancangan tema pembangunan daerah 

yaitu : ”Melanjutkan Pembangunan SDM, Ekonomi, Infrastruktur, dan 

Pelayanan Publik untuk Penguatan Fondasi Transformasi Daerah 

Berkelanjutan”.  

Adapun arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Lampung 

Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi; 

2. Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah 

berkelanjutan; 



3. Memantapkan Infrastruktur mendukung peningkatan ekonomi dan 

pelayanan dasar; 

4. Meningkatkan layanan SPM, penanggulangan kemiskinan, prevalensi 

stunting dan perlindungan social masyarakat; 

5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik 

Berkualitas dan Merata; 

6. Membangun keluarga berkualitas, perlindungan anak dan perempuan, 

serta pemuda dan olah raga; 

7. Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat; 

8. Melestarikan lingkungan hidup dan ketahanan bencana.. 

 

 

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD 

Tujuan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Visi dan Misi 

yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategik, yakni pencapaian 

target keberhasilan kurun waktu lima tahun ke depan dari tahun 2021 

s.d. 2026. Namun tujuan Rencana Kerja  lebih mengarah pada periode 1 

(satu) tahun anggaran pada tahun 2025, adalah “Mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab”. 

Sasaran ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan 

pencapaian suatu tujuan organisasi (OPD) yang digunakan untuk 

perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat 

DPRD Kabupaten Lampung Timur adalah “Meningkatkan kualitas 

layanan Publik”.  

 

3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 

Adapun rencana program pada tahun 2024 sebagai berikut:  

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kegiatan dan 

sub kegiatan indikatif sebagai berikut : 

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perngkat Daerah 

 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

 Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi 

keuangan SKPD 



 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 

 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD 

 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 

 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah 

a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undangan 

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

a. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan 

Kantor 

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

c. Penyediaan Bahan logistik Kantor 

d. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan 

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan 

f. Fasilitasi Kunjungan Tamu 

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeerintah 

Daerah 

a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya 

b. Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya 

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau 

bangunan lainnya 

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

b. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemeerintah Daerah 

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

lainnya 

c. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya 

i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 



a. Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD 

b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 

c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 

j. Layanan Administrasi DPRD 

a. Penyelenggaraan Administrasi keanggotaan DPRD 

b. Fasilitasi Fraksi DPRD 

c. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 

d. Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD 

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan 

kegiatan dan sub kegiatan indikatif sebagai berikut : 

a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 

 Penyusunan dan pembahasan program pembentukan 

Peraturan Daerah 

 Pembahasan rancangan Perda 

 Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan 

 Fasilitasi penyusunan penjelasan/Keterangan Naskah 

Akademik 

b. Pembahasan Kebijakan Anggaran 

 Pembahasan KUA dan PPAS 

 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 

 Pembahasan APBD 

 Pembahasan APBD Perubahan 

 Pembahasan Laporan Semester 

 Pembahasan Pertanggung jawaban APBD 

c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

 Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan 

Hukum 

 Pengawasan urusan Pemerintahan bidang infrastruktur 

 Pengawasan urusan Pemerintahan bidang kesejahteraan 

rakyat 

 Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Perekonomian 

 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan 

Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

 Pengawasan Penggunaan Anggaran 

 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala 

Daerah 

d. Peningkatan Kapasitas DPRD 

 Pendalaman Tugas DPRD 

 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 



 Penyediaan kelompok Pakar dan tim Ahli 

 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 

 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 

 Penyusunan Program Kerja DPRD 

e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 

 Kunjungan Kerja Dalam Daerah 

 Penyusunan Pokok pokok pikiran DPRD 

 Pelaksanaan Reses 

f. Pelaksnaan dan Pengawasan Kode Etik 

 Penyusunan Kode Etik DPRD 

 Pengawasan Kode Etik DPRD 

g. Fasilitasi Tugas DPRD 

 Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD 

 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 

 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 

 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 

 

  



BAB IV 

PENUTUP 

 

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten  Lampung Timur 

yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPMJD), Rencana Strategik (Renstra), dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat program 

dan kegiatan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD 

Kabupaten Lampung Timur berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan  

daerah, sasaran (indikator), hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian 

pendanaannya. 

 Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung 

Timur Tahun 2025 dimaksud sebagai dokumen rencana kerja yang 

mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disertai upaya 

mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat 

yang sudah dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur dengan 

memperhatikan kebutuhan masyarakat sesuai kesepakatan yang dicapai 

dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahunan.  

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur 2025 diharapkan 

mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan 

untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran 

penyelenggaraan program-program Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung 

Timur untuk 2025. 

Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten 

Lampung Timur 2025 merupakan penguatan peran para stakeholders dalam 

pelaksanaan Rencana Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur, 

nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan 

(LKjIP) tahunan.  

  



Demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) 

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 semoga dapat 

dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan program dan 

kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun-tahun mendatang 

serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua. 

 

 

 

Sukadana,    Marert 2025 
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KATA PENGANTAR 

Keberadaan Rancangan Rencana Kerja (Renja) bagi sebuah institusi tidak lain 

bertujuan agar segala langkah-langkah yang dilaksanakan oleh institusi yang bersangkutan 

dapat terukur, terencana, produktif dan bertanggung jawab. 

 Dengan selesainya penyusunan Rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Lampung 

Timur ini juga diharapkan dapat menjadi panduan bagi segenap pegawai Inspektorat 

Kabupaten Lampung Timur agar lebih meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang. 

 Harapan ini adalah hal yang realistis, karena Rancangan Rencana Kerja tidak hanya 

terfokus pada visi tetapi struktur yang membentuknya berdasarkan analisa data dan segenap 

kondisi yang ada, sehingga pilihan-pilihan yang diambil dalam kebijakan strategis pada 

Rancangan Renja ini dapat diwujudkan apabila semua pihak dapat menghayati dan 

mengamalkannya. 

 Atas do’a dan segenap niat baik, semoga Rancangan Rencana Kerja Inspektorat 

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini bermanfaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 
1.1. Latar Belakang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung 

Timur disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan 

DPRD dalam melaksanakan pembangunan khususnya dibidang pengawasan 

sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan 

daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Daerah secara berjenjang. Program peningkatan pengawasan dan 

akuntabilitas aparatur negara merupakan salah satu program dari Kementerian 

Negara PAN RB yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem 

pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (sistem 

AKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah 

terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja yang 

efektif dan akuntabel dilingkungan aparatur Negara. 

Inspektorat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah wajib membuat Rencana 

Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dalam rangka 

menuangkan program dan kegiatan pelayanan OPD pada khususnya dan 

pembangunan tahunan pada umumnya. Renja OPD mempunyai fungsi penting dan 

fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja OPD adalah 

merupakan perencanaan pada unit organisasi terkecil dan terendah di pemerintah 

daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bari perencanaan ditingkat 

lebih atas yaitu RKPD, Renstra OPD dan RPJMD. 

Inspektorat Kabupaten Lampung Timur sebagai “aparat pengawas internal 

pemerintah”  sesuai tugas pokok & fungsi dan kewenangannya melakukan 

pengawasan dan pembinaan baik di dalam pelaksanaan pembangunan maupun 

hasil pembangunannya agar hasil yang dicapai sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta tepat waktu pelaksanaannya.  

Untuk mencapai sasaran kinerja dan pencapaian hasil yang optimal Inspektorat 

berupaya meningkatkan kinerjanya berdasarkan program dan kegiatan serta rencana 

yang jelas dan sistematis terukur dan berkelanjutan yang dijabarkan dalam Rencana 

Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Timur sebagai dasar penyusunan rancangan 

anggaran Inspektorat Kabupaten Lampung Timur. 



 

1.2. Landasan Hukum 

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Inspektorat Kabupaten Lampung 

Timur mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu : 

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah 

Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. 

2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 

3) Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang 

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang 

– Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang;  

4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah; 

8) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri 

Sipil; 
 

9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara 

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 



 

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma 

Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kebijakan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019; 

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman 

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025; 

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 

2025; 

20) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 

tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di 

Daerah dan Angka Kreditnya; 

21) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung 

Timur Tahun 2005-2025; 

22) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur 

Nomor 4 Tahun 2019; 

23) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur 05 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2021 – 2026; 

24) Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Lampung Timur; 

25) Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025. 

 

 

 



 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 

dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan yang memuat 

kebijakan, program dan kegiatan dalam 1 tahun kedepan, guna mewujudkan visi misi 

Bupati/Wakil Bupati Terpilih dalam 5 (lima) tahun kedepan. 

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Timur adalah 

1. Menyediakan acuan resmi bagi Inspektorat Kabupaten Lampung Timur dalam 

menentukan prioritas program/kegiatan tahunan; 

2. Menyediakan standar baku penjabaran tupoksi Inspektorat; 

3. Menyediakan satu tolak ukur untuk melakukan evaluasi tahunan organisasi; 

4. Menyediakan acuan bagi pimpinan dan seluruh staf dalam melakukan fungsi 

manajemen demi terwujudnya optimalisasi tugas – tugas Inspektorat; 

5. Terwujudnya Inspektorat yang mampu berperan sebagai fasilitator bagi unit – unit 

kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam mewujudkan tata pemerintah 

yang baik dan bersih (good dan clean governance).   

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Lampung Timur disusun berdasarkan 

sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah yang terdiri dari : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

 1.1 Latar Belakang  

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja 

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja 

 

BAB II  EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra SKPD 

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 

 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 

 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 

  



 

BAB III  TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.1 Telaah Terhadap Keijakan Nasional dan Provinsi 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 

3.3 Program dan Kegiatan 

 

   BAB IV  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELUARAN SASARAN     

DAN PENDANAAN INDIKATIF 

 

BAB IV PENUTUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT 

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
 

 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Lampung Timur Tahun 

Anggaran 2024 dan Capaian Rensta OPD 

Penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten 

Lampung Timur dengan alokasi anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tertuang 

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Lampung Timur 

sebesar Rp. 22.500.892.202., dengan realisasi keuangan pada akhir tahun mencapai Rp. 

18.946.783.802,-  

 

Program dan Kegiatan 

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan 

pada Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Lampung Timur melaksanakan 3 (program) 

program pokok, terdiri dari : 

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, dengan 

kegiatan terdiri dari : 

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

C. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 

D. Kegiatan Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

E. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

F. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

G. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

H. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 

A. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal 

B. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 

 

 

 



 

3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 

A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi 

Pengawasan 

B. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi 

Adapun target dan realisasi anggaran pada masing – masing kegiatan terdiri dari : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi anggaran 

sebesar Rp. 18.985.338.902  dan terealisasi  sebesar Rp. 17.605.132.871. sisa anggaran 

Rp. 1.380.206.031 dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 

No Kegiatan Sub Kegiatan 
Jumlah 
Anggaran 

Realisasi Target 
Presentase 
Realisasi 
Program 

1 a. Perencanaan, 
penganggaran, 
dan evaluasi 
kinerja 
perangkat 
daerah 

1) Penyusunan 
dokumen 
perencanaan 
perangkat daerah 

7.847.514 3.750.000 75 % 47,79 % 

 b. Administrasi 
keuangan 
perangkat 
daerah 

1) Penyediaan gaji 
dan tunjangan 
ASN 

2) Penyediaan 
administrasi 
pelaksanaan tugas 
ASN 

3) Pelaksanaan 
penatausahaan 
dan pengujian/ 
verifikasi keuangan 

SKPD 

4) Koordinasi dan 
penyusunan 
laporan keuangan 
akhir tahun SKPD 

5) Koordinasi dan 
penyusunan 

laporan keuangan 
bulanan/ 
triwulanan/semest
eran SKPD 

15.463.345.329 
 
 
130.680.000 
 
 
 

197.264.470 
 
 
 
 
20.450.000 
 
 
 
28.249.700 
 

15.055.504.552 
 
 
115.910.000 
 
 
 

138.780.000 
 
 
 
 
5.500.000 
 
 
 
27.000.000 
 

75 % 
 
 
75 % 
 
 
 

75 % 
 
 
 
 
75 % 
 
 
 
75 % 

96,95 % 
 
 
88,70 % 
 
 
 

70.35 % 
 
 
 
 
26,89 % 
 
 
 
95,58 % 

 c. Administrasi 
Barang Milik 
Daerah pada 
perangkat 
daerah 
 

1) Penatausahaan 
barang milik 
daerah pada SKPD 

30.122.800 12.000.000 75 % 39,84 % 

 d. Administrasi 
kepegawaian 
perangkat 
daerah 

1) Pengadaan pakaian 
dinas beserta 
atribut 
kelengkapannya 

2) Pendidikan dan 
pelatihan pegawai 
berdasarkan tugas 
dan fungsi 

- 

 

695.186.524 

 

- 

 

375.930.886 

 

75 % 

 

75 % 

 

54,76 % 
 
 
 
54.08 % 
 
 
 



 

No Kegiatan Sub Kegiatan 
Jumlah 
Anggaran 

Realisasi Target 
Presentase 
Realisasi 
Program 

3) Bimbingan teknis 
implementasi 

peraturan 
perundang – 
undangan 

89.861.000 72.023.925 75 % 

 

80.15 % 

 e. Administrasi 
umum 
perangkat 

daerah 

1) Penyediaan 
komponen instalasi 
listrik/ penerangan 

bangunan kantor 
 

2) Penyediaan 
peralatan dan 
perlengkapan 
kantor 

3) Penyediaan 
peralatan rumah 
tangga 

4) penyediaan bahan 
logistik kantor 

5) Penyediaan barang 
cetakan dan 
penggandaan 

6) Fasilitasi 
kunjungan tamu 

7) Penyelenggaraan 
rapat koordinasi 
dan konsultasi 
SKPD 

8) Dukungan 
pelaksanaan 
sistem 
pemerintahan 
berbasis elektronik 
pada SKPD 

38.705.200 
 
 

 
 
 
147.791.100 
 
 
 
62.864.800 
 
 
68.679.900 
 
122.209.700 
 
 
24.992.316 

 
285.994.000 
 
 
 
47.270.000 
 
 

32.000.000 
 
 

 
 
 
138.300.000 
 
 
 
43.200.000 
 
 
57.475.000 
 
114.500.000 
 
 
20.000.000 

 
233.204.893 
 
 
 
20.000.000 
 

75 % 
 
 

 
 
 
75 % 
 
 
 
75 % 
 
 
75 % 
 
75 % 
 
 
75 % 

 
75 % 
 
 
 
75 % 
 

82,68 % 
 
 

 
 
 
93.58 % 
 
 
 
68.72 % 
 
 
83.69 % 
 
93.16 % 
 
 
80.02 % 

 
81.54 % 
 
 
 
42.31 % 
 
 
 
 

 f. Pengadaan 
barang milik 
daerah 
penunjang 
urusan 

pemerintah 
daerah 

1) Pengadaan mebel 
2) Pengadaan 

peralatan dan 
mesin lainnya 

 

72.633.960 

268.604.349 

72.468.000 

199.040.200 

75 % 

75 % 

99,77 % 
 
74.10 % 

 g. Penyediaan jasa 
penunjang 
urusan 
pemerintahan 
daerah 

1) Penyediaan jasa 
surat menyurat 

2) Penyediaan jasa 
komunikasi, 
sumber daya air 
dan listrik 

3) Penyediaan jasa 
pelayanan umum 
kantor 

25.000.000 

93.482.400 

 

354.000.000 

11.200.000 

82.131.246 

 

330.268.160 

75 % 

75 % 

 

75 % 

44,80 % 
 
87,86 % 
 
 
 
93.30 % 

 h. Pemeliharaan 
barang milik 
daerah 
penunjang 
urusan 
pemerintahan 
daerah 

1) Penyediaan jasa 
pemeliharaan, 
biaya 
pemeliharaan dan 
pajak kendaraan 
perorangan dinas 

338.161.300 

 

 

185.832.409 

 

 

75 % 

 

 

54,95 % 
 
 
 
 
 
 



 

No Kegiatan Sub Kegiatan 
Jumlah 
Anggaran 

Realisasi Target 
Presentase 
Realisasi 
Program 

atau kendaraan 
dinas jabatan 

2) Pemeliharaan 
peralatan dan 
mesin lainnya 

3) Pemeliharaan/Reh
abilitasi gedung 
kantor dan 

bangunan lainnya. 
 

 

52.260.000 

 

246.919.500 

 

26.655.000 

 

198.745.600 

 

75 % 

 

75 % 

 
51,00 % 

 
 
 
80,49 % 

 
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, Alokasi anggaran sebesar Rp. 3.211.785.000,-

dan terealisasi  sebesar Rp. 1.303.748.931,-  sisa anggaran Rp 1.908.036.069,- dengan 

rincian kegiatan sebagai berikut : 

No Indikator 
Jumlah 

Anggaran 
Realisasi Target Realisasi Capaian 

1. Terlaksananya 

Penyelenggaraa

n Pengawasan 
Internal 

2.884.418.600 1.215.491.875 75 % 42,14 % 42,14 % 

2. Terlaksananya 

pengawasan 

dengan tujuan 

tertentu 

327.366.400 88.257.056 75 % 26,96 %  26,96 %  

 

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, Alokasi anggaran sebesar 

Rp. 303.768.300,- dan terealisasi  sebesar Rp. 37.902.000,- sisa anggaran Rp. 265.866.300,-, 

dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 

No Indikator Jumlah 

Anggaran 
Realisasi 

Target Realisasi 
Capaian 

1. Terpenuhinya 

kebijakan teknis 

di bidang 

pengawasan dan 

fasilitasi 

pengawasan 

49.076.400 14.264.000 75 % 29,80 % 
29,80 % 

2. Terlaksananya 

asistensi dan 

pendampingan 

254.691.900 23.278.000 75 % 9,14 % 
9,14 % 

 

 

 

 



 

2.2 KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT 

Selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Lampung Timur 

telah melaksanakan tugas, pokok dan fungsi dengan hasil kinerja antara lain dapat 

dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler dan Kasus sebagai berikut : 

REKAPITULASI LHP REGULER 

INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

TAHUN 2021 s.d 2024 

 
No 

 

Tahun LHP Nilai Temuan Disetor SISA 

 

1 
 

2021 123 656.014.295 656.014.295 0 

 

2 
 

2022 123 3.572.151.065.15 3.572.151.065.15 0 

 

3 
 

2023 123 409.028.120 409.028.120 0 

 

4 
 

2024 86 4.282.740.270 46.680.000 4.236.060.270 

 

 

REKAPITULASI LHP PENANGANAN KASUS 

INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

TAHUN 2021 s.d 2024 

 

No 

 

Tahun LHP Temuan Tindak Lanjut KET 

 

1 

 

2021 101 101 0 Selesai 

 

2 

 

2022 57 57 0 Selesai 

 

3 

 

2023 69 69 0 Selesai 

 

4 

 

2024 58 529.151.373 180.511.009 348.640.364 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANGGARAN PENDANAAN DAN REALISASI PERANGKAT DAERAH 

URAIAN 
ANGGARAN PADA TAHUN KE 

2021 2022 2023 2024 

 BELANJA     

  BELANJA TIDAK LANSUNG 11.214.108.000,- 8.847.420.957,- 11.441.150.048 15.463.345.329 

  BELANJA LANGSUNG 4.790.048.206,- 4.731.209.560,- 2.707.467.828 7.037.546.873 

 

URAIAN 

REALISASI ANGGRAN PADA TAHUN KE 

2021 2022 2023 2024 

BELANJA     

  BELANJA TIDAK LANSUNG 10.814.555.889,- 7.671.781.595,- 11.198.605.812 15.055.504.552 

  BELANJA LANGSUNG 3.851.812.756,- 1.837.805.759,- 2.446.058.737 3.891.279.250 

 

2.2.1. Struktur Organisasi 

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Lampung Timur yaitu : 

a. Inspektur. 

b. Sekretaris. 

Sub Bagian Administrasi dan Umum 

c. Inspektur Pembantu Wilayah I. 

d. Inspektur Pembantu Wilayah II. 

e. Inspektur Pembantu Wilayah III. 

f. Inspektur Pembantu Wilayah IV. 

g. Inspektur Pembantu Wilayah V. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

 

 



 

STRUKTUR ORGANISASI 

 

 

 

 

2.2.2      Sumber Daya Inspektorat 

A. Susunan Kepegawaian 

NO JABATAN JUMLAH 

KETERSEDIAAN 

JUMLAH 

KEBUTUHAN 
KURANG/LEBIH 

1 Inspektur 1 1 0 

2 Sekretaris 1 1 0 

3 Inspektur Pembantu 

Wilayah I 

1 1 0 

4 Inspektur Pembantu 

Wilayah II 

1 1 0 

5 Inspektur Pembantu 

Wilayah III 

1 1 0 

6 Inspektur Pembantu 

Wilayah IV 

1 1 0 

7 Inspektur Pembantu 

Wilayah V 

1 1 0 



 

8 Kepala Sub Bagian 

Administrasi dan Umum 

1 1 0 

9 JF – Perencana Ahli 

Madya 

0 1 1 

10 JF – Perencana Ahli 

Muda 

1 1 0 

11 JF – Perencana Ahli 

Pertama 

0 1 1 

12 JF – Analis Keuangan 

Pusat dan Daerah Ahli 

Madya 

0 1 1 

13 JF – Analis Keuangan 

Pusat dan Daerah Ahli 

Muda 

0 1 1 

14 JF – Analis Keuangan 

Pusat dan Daerah Ahli 

Pertama 

0 1 1 

15 Penelaah Teknis 

Kebijakan 

5 5 0 

16 Fasilitator Pemerintahan 2 2 0 

17 Penata Layanan 

Operasional 

1 1 0 

18 Pengolah Data dan 

Informasi 

1 7 6 

19 Pengadministrasi 

Perkantoran 

2 8 6 

20 JF – Auditor Utama 0 1 1 

21 JF – Auditor Madya 5 7 2 

22 JF – Auditor Pertama 4 35 31 

23 JF – Auditor Terampil 0 7 7 

24 JF – Pengawas 

Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintah di 

Daerah Madya 

14 15 1 



 

25 JF – Pengawas 

Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintah di 

Daerah Muda 

11 25 14 

26 JF – Pengawas 

Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintah di 

Daerah Pertama 

4 10 6 

27 JF – Auditor 

Kepegawaian Madya 

1 2 1 

28 JF – Auditor 

Kepegawaian Muda 

0 2 2 

29 JF – Auditor 

Kepegawaian Pertama 

1 2 1 

 

 

B. Sumber Daya Berdasarkan Pangkat dan Golongan terdiri dari : 

No GOLONGAN JUMLAH 

1 IV 30 

2 III 31 

3 II 1 

4 I - 

5 Pegawai Honorer 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C. Sumber Daya Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan  

No PENDIDIKAN JUMLAH 

1 SMP - 

2 SMA 2 

3 DI - 

4 DII - 

5 DIII 0 

6 DIV - 

7 S1 36 

8 S2 24 

9 S3 - 

 

 

D. Sarana dan Prasarana 

TABEL D.1 

DAFTAR INVENTARIS INSPEKTORAT TAHUN 2024 

No. NAMA/JENIS BARANG JUMLAH 
KEADAAN BARANG 

B RR RB 

1.  Gedung Kantor 1 Unit 1 - - 

2.  Bangunan Gedung Kantor Lain 

Lain 
1 Unit 1 - - 

3.  Bangunan Gedung Tempat 

Ibadah 
1 Unit 1 - - 

4.  Gedung Garasi/Pool 1 Unit 1 - - 

5.  Rumah Negara Gol I Lain Lain 1 Unit 1 - - 

6.  Rumah Negara Gol II Type A 2 Unit 2 - - 

7.  Mobil Dinas 8 Unit 8 - - 

8.  Motor Dinas 2 Unit 2 - - 



 

9.  Lemari Kaca 4 Buah 4 - - 

10.  Papan Visual 7 Buah 7 - - 

11.  Mesin Absensi    2 Buah 2 - - 

12.  Alat Penghancur Kertas 4 Buah 4 - - 

13.  Papan Nama Instansi 7 Buah 7 - - 

14.  Papan Pengumuman 1 Buah 1 - - 

15.  Lemari Kayu 1 Buah 1 - - 

16.  Kursi Besi/Metal 10 Buah - - 10 

17.  Tempat Tidur Kayu 3 Buah 3 - - 

18.  Meja Rapat 1 Buah 1 - - 

19.  Kursi Rapat 16 Buah - - 16 

20.  Kursi Putar 75 Buah 22 - 53 

21.  Meja Komputer 3 Buah - - 3 

22.  Meja ½ Biro 69 Buah 45 - 24 

23.  Sofa 3 Buah 3 - - 

24.  Jam Elektronik 4 Buah - - 4 

25.  Mesin Potong Rumput 1 Buah - - 1 

26.  Lemari Es 3 Buah 3 - - 

27.  Air Conditioner (AC) 23 Unit  19 - 4 

28.  Kipas Angin 2 Buah - - 2 

29.  Kompor Gas 1 Buah 1 - - 

30.  Tabung Gas 3 Buah 3 - - 

31.  Televisi 7 Buah 7 - - 

32.  Camera Video 1 Buah - - 1 

33.  Wireless 4 Buah 2 - 2 

34.  Stabilisator 1 Buah - - 1 

35.  Camera Film 2 Buah 2 - - 

36.  Handy Cam 1 Buah 1 - - 

37.  Gorden 1 Buah 1 - - 

38.  Alat Rumah Tangga lain 1 Buah 1 - - 

39.  Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 Buah 1 - - 

40.  Meja Kerja Pejabat Eselon III 5 Buah 5 - - 

41.  Meja Kerja Lain lain 10 Buah 10 - - 

42.  PC Unit 14 Buah 8 - 8 

43.  Laptop 7 Unit 17 - 2 

44.  Note Book 24 Unit 15 - 9 

45.  Portable Generating Set 1 Buah 1 - - 

46.  Rak-rak Penyimpanan 5 Buah 5 - - 

47.  Mesin Ketik Manual 6 Buah - - 6 

48.  Lemari Besi 14 Buah 14 - - 

49.  Rak Kayu 2 Buah 2 - - 

50.  Filling Besi 23 Buah 20 - 3 

51.  Brankas 3 Buah 3 - - 

52.  Printer 34 Buah 10 - 21 

53.  Peralatan Komputer Lain-lain 1 Buah - - 1 

54.  Meja Tamu Biasa 1 Buah - - 1 

55.  Kursi Pejabat Esselon II 3 Buah 3 - - 

56.  Kursi Pejabat Lainnya 68 Buah 68 - - 

57.  Buffet Kayu 2 Buah 2 - - 

58.  Camera+Attachment 1 Buah - - 1 



 

 

 
Tabel D.2 

Jumlah aset Inspektorat Kabupaten Lampung Timur 

No Uraian Aset Nilai (Rp) 

1 Tanah - 

2 Peralatan dan Mesin 2.781.517.478,00 

3 Gedung dan Bangunan 4.036.745.743,00 

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan - 

5 Aset Tetap Lainnya - 

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan - 

7 Aset Lainnya 491.705.750,00 

 Jumlah 7.309.968.971,00 

 

 
2.3   ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD 

Inspektorat sebagai salah satu pilar manajemen pemerintahan yang bertanggungjawab 

melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, wajib melakukan antisipasi dan 

menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan strategis 

tersebut dalam rangka mengambil peran dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi 

peningkatan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang 

baik (good governance) dan kepemerintahan yang bersih (clean government). 

Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah untuk menyelesaikan segala 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh daerah.  

59.  Proyektor+Attachment 2 Buah 1 - 1 

60.  Camera Elektronik 3 Buah - - 3 

61.  Sound Sytem 2 Buah 2 - - 

62.  Telephone 1 Buah - - 1 

63.  Alat Komunikasi Radio 1 Buah - - 1 

64.  Stabilizer 6 Buah - - 6 

65.  Generator 2 Unit  - - 2 

66.  Electric Stabilizer 2 Buah - - 2 

67.  Meja Kerja 5 Buah - - 5 

68.  Tape Recorder 4 Buah - - 4 

69.  Lemari dan Arsip Pejabat 

Lainnya 
2 Buah 2 - - 

70.  Buku Umum dan Lainnya 199 Buah 199 - - 

71.  Ekonomi 1 Buah 1 - - 

72.  Hukum 17 Buah 17 - - 



 

Namun pada perkembangannya tentu akan muncul permasalahan-permasalahan baru 

sebagai wujud dari dinamika tuntutan masyarakat yang terus akan berkembang.  

Inspektorat Kabupaten Lampung Timur sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah 

(APIP) harus dapat berperan sebagai konsultan dan quality assurance, yang dapat 

memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan 

sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Inspektorat tidak dapat lagi 

hanya berperan sebagai watchdog, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi 

stakeholder. 

Selain gambaran analisa diatas juga terdapat tantangan dan peluang terkait 

pengembangan pelayanan Inspektorat yaitu: 

 

1) TANTANGAN 

Inspektorat Kabupaten Lampung Timur perlu terus menyesuaikan dengan 

perkembangan teknologi, memahami perkembangan peraturan perundang-

undangan dan meningkatkan profesioanlisme agar tetap dibutuhkan masyarakat. 

Oleh karena itu, untuk melaksanakan maksud tersebut terdapat beberapa 

tantangan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:  

a) Adanya pergeseran peran Inspektorat dari watchdog menjadi penjamin mutu 

(quality assurance) dan konsultan (consulting partner) menuntut peningkatan 

jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan;  

b) Keinginan dari stakeholders bahwa Inspektorat selaku APIP dapat 

menjadi mitra konsultasi untuk memberikan solusi bagi 

permasalahan 

c) Kurangnya komitmen perangkat daerah terhadap tindak lanjut hasil temuan 

pengawasan masih rendah;  

d) Tuntutan penguatan peran Inspektorat sebagai consulting partner 

bagi OPD; 

e) Kurangnya komitmen OPD dalam melakukan pengendalian Internal;  

f) Terbatasnya sarana dan prasarana di Inspektorat Kabupaten Lampung Timur  

 

 

 

 

 



 

2) PELUANG 

Disisi lain, Inspektorat Kabupaten Lampung Timur memliki berbagai peluang dalam 

menunjang pengembangan pelayanan, diantaranya : 

1) Adanya mandat penguatan Inspektorat; 

Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi 

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundangan 

yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat ini tidak terlepas dari mandat yang 

diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan. 

2) Komitmen Pemerintah Daerah terhadap tata kelola pemerintahan yang baik; 

Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari tata 

kelola pemerintahan yang tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak 

demokratis menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan 

partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah. 

Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat 

memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik maupun 

kinerja pemerintah. Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah 

sebagai bagian dari Good Governance perlu dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah, 

3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang kinerja pengawasan; 

Pemanfaatan teknologi diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik (good governance). Dengan pemanfaatan tersebut, 

diharapkan dapat menunjang kinerja serta dapat bekerja secara profesional. 

4) Sumber Daya Manusia yang berintegritas; 

Inspektorat telah memiliki aparat yang telah menjunjung tinggi kode etik, 

menghindari/menolak gratifikasi dan timbulnya konflik kepentingan. 

 

2.4   REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 

 Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2025, Huruf B halaman 237 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan 

anggaran pengawasan untuk mendanai kegiatan non pengawasan seperti pendidikan 

profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis 

minimal 120 jam/tahun per APIP sebagai bagian dari program, kegiatan dan sub kegiatan 

pembinaan dan pengawasan. 



 

 Anggaran pengawasan untuk tahun 2024 berdasarkan DPA sebesar Rp. 22.500.892.202,- 

(Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus 

Dua Ribu Rupiah) sedangkan untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp.19.801.212.272,- Bahwa 

terdapat penurunan biaya pengawasan dikarenakan kemampuan keuangan yang 

sangat terbatas, hal ini dapat berimplikasi terhadap kualitas hasil pengawasan 

dikarenakan keterbatasan anggaran. Selain itu, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan 

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Huruf B 

halaman 238, dimana anggaran untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan 

pengawasan untuk pemerintah daerah dengan jumlah APBD sampai dengan diatas 

Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua 

triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total 

belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

3.1  TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Derah, maka arah kebijakan Inspektorat 

Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut :  

1. Inspektorat Daerah melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap 

perangkat daerah sebagai pelaksanaan tugas dari Bupati. 

2. Pembinaan dan Pengawasan tersebut dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, 

monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan 

dan pengawasan lainnya mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, 

pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban 

penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

3. Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap perangkat daerah oleh 

Inspektorat Daerah adalah:  

a. pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.  

b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja daerah  

c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan termasuk 

ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, 

penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah 

d. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari 

anggaran pendapatan dan belanja daerah.  

4. Fokus pengawasan kepala daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 2 Tahun 2025 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah adalah:  

a. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam 

rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja 

pemerintah daerah tahun 2025 dengan sasaran program/kegiatan yang 

memiliki risiko tinggi.  

 



 

b. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:  

a) pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan 

masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak 

pidana korupsi; 

b) penjatuhan sanksi administratif kepada bupati/wali kota, dan DPRD oleh 

inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil 

pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya; dan  

c) penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran 

kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum 

untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.  

c. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh inspektorat 

daerah, meliputi:  

a) Kinerja Rutin Pengawasan  

1) reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 

dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan 

sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka 

panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan 

RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;  

2) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran 

daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD 

termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi 

RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, 

menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan 

dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan 

dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah 

tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;  

3) reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran 

memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada 

modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah 

disajikan berdasarakan sistem pengendalian intern yang memadai 

dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;  

4) reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan 

secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi 

kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;  



 

5) reviu laporan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

(LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, 

keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;  

6) pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak 

dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah 

melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara 

bukan pajak;  

7) reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan 

pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi 

persyaratan dokumen;  

8) evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran 

menilai kehandalanpelaksanaan Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;  

9) monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan 

sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan 

anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan 

perencanaan; dan  

10) monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan 

Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat 

pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan 

pemeriksaan yang berlarutlarut penyelesaiannya.  

d. Pengawasan Prioritas Nasional  

1)  tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern 

pemerintahdan aparat penegak hukum dalam penanganan 

laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan 

sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang 

berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama 

Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia;  

2) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran 

meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah 

telah bersih dari pungutan liar;  

3) evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender 

(responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan 

penganggaran daerah telah memperhatikan gender;  



 

4) dana desa:  

• daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa 

dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah 

kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam 

pembinaan dan pengawasan dana desa; dan  

• daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dana desa 

dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola 

dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan 

pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan 

perundangundangan;  

5) bantuan operasional sekolah (BOS):  

a) inspektorat daerah provinsi, dengan sasaran:  

➢ meyakinkan sekolah menengah atas/sekolah menengah 

kejuruan telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, 

penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan; dan  

➢ meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah 

menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan 

pengawasan dana BOS;  

b) inspektorat daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan 

bantuan operasional sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan 

sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, 

penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan.  

6) pengawalan reformasi birokrasi  

➢ penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan 

sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen 

akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;  

➢ asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran 

pendampingan kepada perangkat daerah dalam 

membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:  

a) sistem pengendalian intern pemerintah;  

b) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;  

c) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara 

negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;  



 

d) penilaian internal zona integritas;  

e) penanganan benturan kepentingan;  

f) penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); 

dan 

g) penanganan pengaduan masyarakat.  

7) penegakan integritas  

a) dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan 

sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan 

tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan  

b) monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan 

sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi 

yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi 

yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.  

8) Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah  

a) Penerapan Manajemen Risiko;  

b) Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;  

c) Audit Kinerja;  

d) Audit Investigasi;  

e) Pemeriksaan DAK Fisik;  

f) Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan 

Auditor; dan 

g) Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2  TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD 

 Tujuan dan sasaran renja 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Timur mengacu 

pada Rancangan Rencana Strategis 2021-2026. Untuk mewujudkan hasil yang akan 

dicapai selama periode perencanaan 2025, maka telah dirancang tujuan san sasaran 

sesuai misi yaitu : 

  

 
TUJUAN 

 
 

SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
 

TARGET 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Mewujudkan taat 

pemerintahan yang 

baik dan 

bertanggungjawab 

Meningkatkan 

kualitas layanan 

publik 

Indeks 

kepuasan 

masyarakat 
82 84 86 87 88 88,31 

Meningkatkan 

akuntabilitas 

keuangan dan 

akuntabilitas 

kinerja 

 

Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP 

  

Nilai SAKIP 

 

C C CC CC CC B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELUARAN SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 
 

 

 Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian  

sebelumnya, maka disusun langkah – langkah rencana strategis yang lebih optimal untuk 

kurun waktu (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan 

pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dan kebijakan strategis Inspektorat 

Kabupaten Lampung Timur dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 – 

2026. 

 Program adalah bentuk instrument kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Timur yang dikoordinasikan oleh Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Lampung Timur untuk mencapai tujuan dan 

sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten 

Lampung Timur. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan 

diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan 

diselesaikan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Timur dalam lima tahun mendatang. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

P E N U T U P 

 
Rencana KerjaInspektoratKabupaten Lampung Timur diletakkan untuk memberikan 

arah dan pedoman bagi segenap personil Inspektorat agar dapat lebih meningkatkan 

kinerjanya terutama dalam menunjang perwujudan kepemerintahan yang baik. Sebagai hasil 

dari kesepakatan dan konsensus bersama, keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis 

Inspektorat Kabupaten Lampung Timur tergantung pada komitmen dari pimpinan dan seluruh 

staf untuk melakukan pengelolaan misi yang telah ditetapkan. 

 

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2025 diharapkan kesinambungan pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Lampung 

Timur dapat terlaksana secara sinergis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. LAMPUNG TIMUR

TAHUN 2025

NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026 PERANGKAT

DAERAH
PENANGGUNG

JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)

Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6.154.000.000,00 8.251.541.622,00 7.041.118.055,00 887.118.055,00 6.669.249.677,00

2 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

6.154.000.000,00 8.251.541.622,00 7.041.118.055,00 887.118.055,00 6.669.249.677,00

2.18 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENANAMAN
MODAL

6.154.000.000,00 8.251.541.622,00 7.041.118.055,00 887.118.055,00 6.669.249.677,00

1. 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
perkantoran 

- 100 % 4.404.000.000,00 5.501.541.622,00 5.545.766.126,00 585.249.677,00 4.989.249.677,00

2.18.01.2.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

 Dokumen Perencanaan dan
laporan evaluasi kinerja
perangkat daerah

- 100 % 48.163.324,00 47.849.824,00 30.267.242,00 -17.896.082,00 Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

Kantor DPMPTSP
Lampung Timur

48.163.324,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

1 Dokumen 1 Dokumen 7.847.514,00 7.847.514,00 5.593.881,00 -2.253.633,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

7.847.514,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen
RKA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

1 Dokumen 1 Dokumen 8.478.027,00 8.379.027,00 8.379.027,00 -99.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

8.478.027,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan
RKA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

1 Dokumen 1 Dokumen 8.205.855,00 8.106.855,00 8.106.855,00 -99.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

8.205.855,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD

1 Dokumen 1 Dokumen 7.074.342,00 6.975.342,00 0,00 -7.074.342,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

7.074.342,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

1 Laporan 1 Laporan 8.187.479,00 8.187.479,00 8.187.479,00 0,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

-
-

8.187.479,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

1 Laporan 0 Laporan 8.370.107,00 8.353.607,00 0,00 -8.370.107,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

8.370.107,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

 Administrasi  keuangan dan
pelaporan  yang baik

100 % 100 % 3.340.927.728,00 4.032.512.116,00 3.765.584.856,00 424.657.128,00 Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

DPMPTSP Kab.
Lampung Timur

3.742.620.194,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

35 Orang/b
ulan

35 Orang/b
ulan

3.109.435.865,00 3.756.977.487,00 3.576.036.516,00 466.600.651,00 - DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

3.500.000.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

5 Dokumen 1 Dokumen 110.871.669,00 121.206.977,00 83.776.977,00 -27.094.692,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

115.000.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
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NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026 PERANGKAT

DAERAH
PENANGGUNG

JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)

Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

3 Dokumen 1 Dokumen 85.000.000,00 105.839.900,00 72.906.015,00 -12.093.985,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

90.000.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Jumlah Dokumen Koordinasi
dan Pelaksanaan Akuntansi
SKPD

1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 18.999.791,00 10.377.125,00 377.125,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

12.000.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

1 Laporan 1 Laporan 9.620.194,00 9.488.194,00 9.488.194,00 -132.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

9.620.194,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulana
n/Semesteran SKPD

2 0 2 0 16.000.000,00 19.999.767,00 13.000.029,00 -2.999.971,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

16.000.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Administrasi kantor dapat
berjalan baik

100 % 100 % 99.319.964,00 292.512.515,00 206.143.203,50 106.823.239,50 Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

DPMPTSP Kab.
Lampung Timur

157.877.175,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan

2 Paket 2 Paket 5.597.175,00 10.595.236,00 5.150.163,09 -447.011,91 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

5.597.175,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

10 Paket 10 Paket 18.000.000,00 27.376.293,00 14.612.354,12 -3.387.645,88 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

20.000.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan

8 Paket 8 Paket 5.000.000,00 12.732.682,00 7.112.082,29 2.112.082,29 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

7.000.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan

3 Paket 3 Paket 15.442.789,00 32.692.704,00 41.969.004,00 26.526.215,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

20.000.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan

4 Dokumen 4 Dokumen 5.280.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 720.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

5.280.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

20 Laporan 20 Laporan 50.000.000,00 203.115.600,00 131.299.600,00 81.299.600,00 - DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

100.000.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

 Penyediaan barang milik
daerah penunjang urusan
pemerintah daerah

0 % 0 % 128.876.000,00 245.048.963,00 451.899.410,50 323.023.410,50 Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

DPMPTSP Kab.
Lampung Timur

138.876.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
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2.18.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Unit Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Disediakan

1 Unit 1 Unit 123.876.000,00 126.000.000,00 126.000.000,00 2.124.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

123.876.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Disediakan

2 Unit 8 Unit 5.000.000,00 119.048.963,00 325.899.410,50 320.899.410,50 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

- Meningkatkan Tata
Kelola Pemerintahan
dan Layanan Publik
Berkualitas & Merata
Meningkatkan Tata
Kelola Pemerintahan
dan Layanan Publik
Berkualitas & Merata

15.000.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

 Pelayanan dan kegiatan
kantor dapat berjalan dengan
baik

100 % 100 % 534.092.984,00 575.781.804,00 810.582.464,00 276.489.480,00 - Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

DPMPTSP Kab.
Lampung Timur

549.092.984,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat

1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

- Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

10.000.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan

- 4 0 34.436.184,00 74.439.884,00 314.240.544,00 279.804.360,00 - DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

44.436.184,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan

29 Laporan 27 Laporan 494.656.800,00 491.341.920,00 491.341.920,00 -3.314.880,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

494.656.800,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

 Aktifitas kantor dapat
berjalan baik dan lancar

100 % 100 % 252.620.000,00 307.836.400,00 281.288.950,00 28.668.950,00 Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

- 352.620.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya

9 Unit 8 Unit 237.620.000,00 231.070.000,00 130.060.000,00 -107.560.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

237.620.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara

3 Unit 3 Unit 10.000.000,00 23.930.400,00 4.570.200,00 -5.429.800,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

15.000.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit 2 Unit 5.000.000,00 52.836.000,00 146.658.750,00 141.658.750,00 - DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

- Meningkatkan Tata
Kelola Pemerintahan
dan Layanan Publik
Berkualitas & Merata
Meningkatkan Tata
Kelola Pemerintahan
dan Layanan Publik
Berkualitas & Merata

100.000.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2. 2.18.02 PROGRAM
PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL

Persentase izin prinsip, 
izin lokasi, dan izin usaha 
yang ditindaklanjuti

25 % 25 % 300.000.000,00 1.372.610.000,00 596.970.897,00 0,00 300.000.000,00

2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Dibidang
Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

 Efektifitas fasilitasi/insentif
kemudahan berusaha

10 % 10 % 85.000.000,00 120.850.000,00 89.208.134,00 4.208.134,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

Pelaku Usaha 85.000.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Jumlah Peraturan
Daerah/Provinsi dalam
Pemberian Fasilitas/Insentif
dan Kemudahan Penanaman
Modal

1 Dokumen 1 Dokumen 65.000.000,00 100.850.000,00 89.208.134,00 24.208.134,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

65.000.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.02.2.01.0004 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
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Jumlah rekomendasi
kebijakan sektor usaha yang
regulasinya diharmonisasi
terkait Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko

1 Dokumen 0 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

20.000.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi
Investasi Kabupaten/Kota

 Pemetaan peta potensi
daerah

10 % 10 % 215.000.000,00 1.251.760.000,00 507.762.763,00 292.762.763,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

Pelaku Usaha 215.000.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Peraturan Daerah
(Perda) Rencana Umum
Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota

1 Dokumen 1 Dokumen 65.000.000,00 101.760.000,00 92.344.152,00 27.344.152,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

65.000.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Peta
Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

- 3 Dokumen 150.000.000,00 1.150.000.000,00 415.418.611,00 265.418.611,00 - DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

150.000.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

3. 2.18.03 PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL

Persentase peningkatan 
jumlah investor

>10 % >10 % 800.000.000,00 727.390.000,00 282.464.211,00 65.000.000,00 865.000.000,00

2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

 Pameran Investasi >10 % >10 % 800.000.000,00 727.390.000,00 282.464.211,00 -517.535.789,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

Pelaku Usaha 865.000.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil
Kegiatan Promosi
Penanaman Modal
Kabupaten/Kota

- 1 0 735.000.000,00 633.640.000,00 200.000.000,00 -535.000.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

800.000.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen strategi
Promosi Penanaman Modal
Kab/Kota

1 Dokumen 1 Dokumen 65.000.000,00 93.750.000,00 82.464.211,00 17.464.211,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

65.000.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

4. 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN
PENANAMAN MODAL

Persentase
pengaduanmasyarakat
yang ditindaklanjuti
Presentase Peningkatan
Jumlah  Permohonan Izin
yang dilayani

100
30 %
%

100
30 %
%

600.000.000,00 600.000.000,00 579.065.738,00 -175.000.000,00 425.000.000,00

2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Secara
Terpadu Satu Pintu dibidang
Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota

 Pelayanan terpadu
perizinan dan non perizinan
yang Terintegrasi

75 % 75 % 600.000.000,00 600.000.000,00 579.065.738,00 -20.934.262,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

Pelaku Usaha 425.000.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Jumlah Kegiatan Koordinasi
dan Sinkronisasi Penentapan
Pemberian Fasilitas/Insentif
yang menjadi Kewenangan
Kabupaten/Kota

1 Dokumen 0 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

25.000.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Jumlah Pelaku Usaha yang
Mendapatkan Pelayanan
Perizinan Berusaha melalui
Sistem Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Terintegrasi
secara Elektronik

- 10000 0 485.000.000,00 485.000.000,00 535.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

300.000.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko

Jumlah Pelaku usaha yang
Memperoleh Layanan
Konsultasi Perizinan
Berusaha melalui Sistem
Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi secara
Elektronik

10 Pelaku
Usaha

6 Pelaku
Usaha

50.000.000,00 50.000.000,00 16.897.792,00 -33.102.208,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

50.000.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

Jumlah Kegiatan Usaha yang
mendapat  pemantauan,
analisis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang perizinan
berusaha berbasis risiko
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota bagi
Kegiatan Usaha Dari Pelaku
Usaha

10
Kegiatan
Usaha

7 Kegiatan
Usaha

40.000.000,00 40.000.000,00 27.167.946,00 -12.832.054,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

50.000.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

5. 2.18.05 PROGRAM
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Persentase perusahaan 
menyampaikan LKPM

100 % 100 % 50.000.000,00 50.000.000,00 36.851.083,00 40.000.000,00 90.000.000,00
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NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026 PERANGKAT

DAERAH
PENANGGUNG

JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)

Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

 Peningkatan pelaku usaha
di Kabupaten Lampung
Timur

100 % 100 % 50.000.000,00 50.000.000,00 36.851.083,00 -13.148.917,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

Pelaku Usaha 90.000.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

Jumlah Penyelesaian
Permasalahan dan 
Hambatan yang  dihadapi
Pelaku Usaha dalam
merealisasikan Kegiatan
Usahanya

25
Kegiatan
Usaha.

7 Kegiatan
Usaha.

10.000.000,00 10.000.000,00 10.081.576,00 81.576,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

20.000.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

Jumlah Pelaku Usaha yang
Mengikuti Bimbingan Teknis/
Sosialisasi Implementasi
Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko

15 Pelaku
Usaha

0 Pelaku
Usaha

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan
Meningkatkan
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
daerah berkelanjutan

50.000.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal

Jumlah Kegiatan Usaha dari
Pelaku Usaha yang Telah
Dianalisa dan Diverifikasi
Data,  Profil dan Informasi
Kegiatan Usaha dari Pelaku 
DIlakukan Inspeksi Lapangan
; serta DIlakukan Evaluasi
Penilaian Kepatuhan
Pelaksanaan Perizinan
Berusaha

20
Kegiatan
Usaha

40
Kegiatan
Usaha

10.000.000,00 10.000.000,00 26.769.507,00 16.769.507,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

- -
-

20.000.000,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

J U M L A H 6.154.000.000,00 8.251.541.622,00 7.041.118.055,00 582.389.772.002,50 6.669.249.677,00
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk 

menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan mempertimbangkan 

urutan pilihan dan ketersediaan sumber daya. Sebagai salah satu dokumen 

perencanaan daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja 

SKPD) disusun dengan memperhatikan kaidah tersebut di atas melalui 

penyusunan prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk 

memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan percepatan 

pembangunan daerah yang berkelanjutan. 

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025 dilaksanakan 

dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu teknokratik, partisipatif, bottom-

up dan top-down. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, 

sinkronisasi, dan sinergitas baik antara usulan tingkat kecamatan, kegiatan 

yang disusun di tingkat dinas, kajian di tingkat Kabupaten, serta usulan dari 

para pemangku kepentingan lainnya baik itu yang diusulkan melalui APBD 

Kabupaten, usulan ke Provinsi maupun ketingkat pusat. Pendekatan teknokratik 

dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah dalam 

menyusun perencanaan pendapatan dan perencanaan belanja.  

Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku 

kepentingan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur. Proses bottom-up 

dan top-down dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan, 

hingga tingkat kabupaten melalui media musyawarah  rencana pembangunan. 

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat 

Kabupaten Lampung Timur  pada Era Desentralisasi, perlu disusun langkah-

langkah perencanaan program pembangunan yang strategis, lebih fokus serta 

berdasarkan skala  prioritas mengingat adanya keterbatasan anggaran, sumber 

daya tenaga dan sarana maupun prasarana. Rencana Kerja Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Tahun 2025 merupakan penjabaran dari rencana strategis 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk 

Dan Keluarga Berencana dan digunakan sebagai pedoman dalam proses 

penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk 

Dan Keluarga Berencana Tahun 2025. 

Menurut Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, 

lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kerja dan pendanaan 



sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana 

Kerja Perangkat Daerah adalah 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman 

kepada Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD), dalam rangka penusunan Renja Perangkat 

Daerah, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku 

kepentingan. 

Perencanaan menduduki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi 

dan misi daerah dalam pembangunan suatu wilayah agar kesejahteraan 

masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan suatu proses untuk 

menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan 

memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 

Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang 

mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan 

sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan 

datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen 

perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan 

menentukan. Dokumen Perencanaan Daerah sebagaimanan diamanatkan 

dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan Penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM); dan rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP). Amanat Undang-Undang tersebut dijabarkan kedalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah.  

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

adalah dokumen awal perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang 

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang 

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh 

dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Organisasi 

Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 

2025 merupakan salah satu organisasi Pemerintah daerah sesuai dengan 

bidang tugasnya membantu Kepala Daerah melaksanakan Urusan Pemerintah 

Daerah berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantu dalam Rancangan 

awal RKPD. 



Secara garis besar urutan tahapan penyusunan RENJA-OPD adalah 

sebagai berikut : 

1. Melakukan review RPJMD dan Renstra-OPD adalah kegiatan yang 

ditujukan untuk mengidentifikasi fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan 

yang menjadi prioritas pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan. 

2. Melakukan review Rancangan awal RKPD adalah kegiatan yang 

menunjukan untuk mengidentifikasi prioritas program dan pagu indikatif 

untuk masing-masing OPD. 

3. Melakukan review dan evaluasi pelaksanaan Renja-OPD tahun lalu adalah 

kegiatan yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan 

mana yang belum optimal dan perlu dilakukan perubahan, dikembangkan 

atau dihentikan baik ditingkat kebijakan ataupun operasional. 

4. Merumuskan tujuan, kebijakan dan sasaran Rencana kerja (renja) Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk 

Dan Keluarga Berencana Tahun 2025. 

5. Merumuskan prioritas program dan kegiatan 

6. Merumuskan dokumen rancangan Renja-OPD 

7. Merumuskan review hasil Musrenbang 

8. Membahas rancangan renja dengan forum OPD 

9. Menyempurnakan rancangan Renja-OPD sebagai bahan Musrenbang 

 

Dengan demikian diharapkan Penyusunan rancangan Renja Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dapat 

menentukan rencana awal arah perkembangan dalam meningkatkan kinerja 

yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, 

regional, nasional, maupun global. 

 

B. Landasan Hukum 

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renja 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk 

Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sebagai 

berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421);  

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi dan 

Korban; 



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025; 

6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

9. Undang-undang Nomor 33 tentang 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dadan pemerintah daerah; 

10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang; 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang 

Nomor 15 tahun 2019; 

12. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan rencana 

Pembangunan daerah; 

13. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 68 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung 

Timur. 

14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol 

Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama 

Perempuan dan Anak; 

15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol 

Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat,  Laut  dan  Udara; 

16. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 161; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5080); 

17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; 

18. Undang-Undang Nomor   23 Tahun  2012  tentang Perlindungan Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang 

Perlindungan  Anak (Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 5606); 



19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597); sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan 

Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara dan 

Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan korban Tindak Pidana 

Perdagangan Orang; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);  

28. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi 

Birokrasi Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 81);  

29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 10);  

31. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembagunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancanga Peraturan Tentang Rencana 



Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menegah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar teknis 

tentang mutu pelayanan Dasar pada standar Minimal Bidang Kesehatan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1114);  

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Modesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);  

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

36. Instruksi Presiden Nomor Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan 

Gender Dalam Pembangunan  Nasional; 

37. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi 

Lampung Tahun 2005-2025; 

38. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai 

dengan Tahun 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun  2019 tentang Perubahan Atas 

peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang 

wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 

(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 499); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Lampung Timur 2005-2025; 

40. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 

Tahun 2019-2024 (Lembaran daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 

13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 

Timur Tahun 2010 Nomor 10); 



42. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-

2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 4); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 

Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18); 

44. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021  

tentang RPJMD 2021- 2026; 

45. Surat Sekretaris Daerah Nomor 050/596/26-SK/2021 tanggal 14 September 

2021 Perihal Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lampung 

Timur Tahun 2021-2026. 

46. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 44 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk 

Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur tanggal 8 September 

2021. 

 

C. Maksud dan Tujuan 

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat 

program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian 

kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian 

Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025. 

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung 

Timur Tahun 2025 : 

1. Menetapkan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi serta 

merupakan keadaan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian 

Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 

2024; 

2. Menetapkan arah kebijakan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan 

fungsi untuk pencapaian visi dan misi; 

3. Menetapkan program sebagai rencana Aksi dalam rangka mencapai 

sasaran, tujuan, misi dan visi; 

4. Mengidentifikasi sember pembiayaan dalam mendukung pelaksanaan 

program dan kegiatan; 



5. Menetapkan metode pelaksanaan serta sistem pemantauan dan evaluasi 

agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui 

perkembangan dan hambatannya sehingga ditetapkan solusi terbaik untuk 

mengatasinya. 

 

D. Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(Renja-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

B. Landasan Hukum 

C. Maksud dan Tujuan 

D. Sistemtika Penulisan 

 

Bab II Evaluasi Renja 

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja  

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi  

D. Penelaahan usulan program dan Kegiatan 

E. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 

B. Tujuan dan Sasaran Renja  

C. Program dan Kegiatan 

 

Bab IV Penutup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

EVALUASI RENJA 

 

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja  

Evaluasi Pelaksananaan Rencana Kerja OPD merupakan kegiatan lanjutan 

dari pengukuran pencapaian sasaran, maka evaluasi atas pelaksanaan 

Rencana Kerja dilaksanakan berpedoman pada ukuran-ukuran atau indikator 

yang telah ditetapkan. Untuk Rencana Kerja 2025 Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Lampung Timur, Sebelum Perubahan Anggaran sebagai 

berikut : 

 Jumlah Program    : 9 Program 

 Jumlah Kegiatan    : 23 Kegiatan 

 Jumlah Sub kegiatan   : 57 Sub kegiatan 

 Rencana Anggara    : Rp. 19.642.768.036,- 

Terdiri dari : 

a.Belanja Operasional    : Rp. 19.054.599.843,- 

   - Belanja Pegawai    : Rp.   4.270.991.259,- 

   - Belanja Barang dan Jasa   : Rp. 14.783.608.584,- 

b.Belanja Modal     : Rp.      588.168.193,- 

         - Belanja Modal Peralatan dan Mesin  : Rp.      110.918.193,- 

         - Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp.      477.250.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian 

Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur pelaksana 

teknis perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 

berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan wajib dibidang 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan 

Keluarga Berencana berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan. 

 Untuk dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu 

idealnya diperlukan indikator kinerja tujuan yang pada hakekatnya merupakan 

outcome (manfaat) dari suatu kumpulan sasaran, program, kegiatan. Untuk itu 

dibutuhkan adanya sistem pengukuran kinerja yang berlaku untuk satuan kerja 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk 

Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur. 

Berikut data pencapaian Pembangunan yang ada pada Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur. 

 

Daftar Korban Kekerasan Perempuan dan Anak 

Kabupaten Lampung Timur 

Tahun Jumlah Korban 

2016 13 

2017 39 

2018 33 

2019 16 

2020 49 

2021 64 

2022 64 

2023 74 

2024 81 

 

Daftar Pencapaian Kabupaten Layak Anak dari Kementerian PPPA RI 

Tahun Penghargaan KLA 

2018 Tingkat Pratama 

2019 Tingkat Madya 

2020 Tingkat Madya 

2021 Tingkat Nindya 

2022 Tingkat Nindya 

2023 Tingkat Nindya 

2024 Tingkat Nindya 

 



Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian 

Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur untuk urusan 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkendalinya laju 

pertumbuhan penduduk dengan sasaran strategis meningkatkan kesertaan ber 

KB bagi pasangan usia subur dan meningkatnya prevalensi pemakaian alat 

kontrasepsi moderen (mCPR). Angka pemakaian kontrasepsi modern (CPR) 

adalah perbandingan antara pasangan Usia Subur yang menjadi peserta aktif 

(peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan 

jumlah pasangan usia subur (PUS) dinyatakan dengan bentuk persentase, 

dengan rumusan ∑PUS aktif x100 ∑ PUS. 

Data jumlah PUS ada peserta KB yang menggunakan alat kontrasepsi 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Data Keluarga Berencana Tahun 2018 – 2024 

 

Keluarga Berencana 

 

Satuan 

 

Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

A. Jumlah Pasangan 

Usia Subur Peserta 

Kb 

Pasang 196.475 198.923 199.182 198.193 166.656 163.478 163.336 

 

B. Peserta KB 

Berdasarkan 

Alat/Metode 

        

1. Suntik Orang 48.851 53.030 52.603 50.837 66.770 64.406 72.433 

2. Obat/Pil Kb Orang 42.987 41.964 41.598 41.548 16.806 19.583 21.283 

3. IUD/Spiral Orang 20.590 20.314 20.660 20.693 3.481 3.069 2.439 

4. Susuk/Implant Orang 23.052 23.086 24.845 25.998 13.912 16.119 15.530 

5. Kondom Orang 3.006 2.930 3.013 3.079 1.562 2.442 2.874 

6. Vagina/diafragma Orang - - - - - -  

7. Spermatisida Orang - - - - - -  

8. Vasektomi/MOP Orang 2.081 1.943 1.877 1.772 145 82 56 

9. Tubektomi/MOW Orang 2.223 2.640 2.810 2.893 2.912 2.633 2.457 

 

C. Sarana Dan 

Prasarana KB 
        

1. Jumlah alat peraga 

KB 
Kit 2 2 2 2 2 2 2 

2. Jumlah balai Kb 
Balai 

penyuluh KB 
 15 18 20 22 22 22 

3. Unit pelayanan Kb  35 35 35 35 35 38 39 

4. Jumlah tenaga klinik 

KB 
Orang 412 412 412 412 412 412 412 

5. Jumlah petugas KB Orang 65 65 65 65 36 
 

 

6. Jumlah institusi 

masyarakat 

pedesaan 

Institusi 1.917 1.917 1.917 1.917 1.907 1.816 1.816 

7. Jumlah kelompok 

Bina Keluarga : 
Kelompok        

 BKB Kelompok 267 267 250 250 168 263 263 

 BKR Kelompok 238 238 223 223 88 190 190 

 BKL Kelompok 228 228 214 214 130 205 205 

 



Adapun pencapaian indikator kinerja dari tujuan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Pencapaian Indikator Kinerja 2018-2024 

No  Indikator Kinerja Capaian Kinerja Tahun ke- 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Laju Pertumbuhan penduduk 0,85 0,78 0,73 0,77 0,75 1,50  

2. Angka Kelahiran Total (TFR) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,25  

3. Angka kelahiran remaja umur 15-

19 tahun (Age specific fertility 

rate/ASFR 15-19) 

42 56 45 34 25 25,50 

 

4. Persentase Peserta KB aktif 73 73 74 74 63,69 63  

5. Persentase Pemakaian 

kontrasepsi Modern (Modern 

Contraceptive Prevalence 

Rate/mCPR) 

72,67 73,34 74 74 63,38 64,4 

 

6. Angka usia kawin pertama 73 73 74 74 20,2 20  

7. Persentase pengetahuan PUS 

tentang /cara kontrasepsi (semua 

alat/cara KB modern) 

73 73 74 74 74,73 74,73 

 

8. Persentase Peserta KB Mandiri 

dengan Metode Kontrasepsi 

Jangka Panjang (MKJP) 

7 7 7 7 7 7 

 

9. Persentase Kebutuhan ber-KB 

yang tidak terpenuhi (Unmeet 

Need) 

17,84 17,51 16,13 15,51 18,04 18,5 

 

10. Jumlah pusat informasi konseling-

kesehatan reproduksi remaja 

(PIK-RR) yang aktif 

75 70 72 71 56 56 112 

 

 

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi  

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah kondisi atau hal yang 

harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan 

karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa yang akan datang. Suatu 

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak 

diatisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, 

dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk 

meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. 

Suatu isu setrategis bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung 

Timur diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi 

permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang 

menciptakan peluang dan ancaman.  



Visi yang diambil dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten 

Lampung Timur tahun 2025 adalah “Lampung Timur Makmur Menuju 

Indonesia Emas”. 

Dengan Misi : 

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan vokasi. 

2. Pemerataan pelayanan kesehatan melalui KARTU SEHAT. 

3. Pembangunan infrastruktur yang adil dan berkualitas. 

4. Memperkuat nilai-nilai agama dan budaya. 

5. Hilirisasi produksi pertanian dan pariwisata. 

6. Reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik. 

7. Meningkatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

memperluas kesempatan kerja. 

8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak-hak anak. 

9. Memperkuat ketahanan sosial dan keamanan lingkungan. 

 

Dalam penjabaran RKPD tersebut, isu-isu strategis dalam penyelenggaraan 

tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian dan 

Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur untuk 

pembangunan tahun 2025 antara lain : 

1. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan, terutama dibidang pendidikan, 

kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, social politik, lingkungan hidup dan 

ekonomi 

2. Masih rendahnya upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai 

tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk upaya pencegahan 

dan  penanganannya. 

3. Belum optimalnya pelaksanaan komunikasi,  informasi   dan edukasi (KIE) 

peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. 

4. Masih rendahnya system pencatatan dan pelaporan serta system 

penanganan dan penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan, eksploitasi 

dan diskriminasi pada perempuan/anak 

5. Masih rendahnya kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan 

perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Timur 

6. Belum optimalnya penyusunan mekanisme perencanaan, pemantauan dan 

evaluasi PUG 

7. Analisis peraturan perundang-undangan  yang  diskriminatif terhadap 

perempuan, bias gender dan belum peduli anak 

 

 

 

 



Isu-isu setrategi yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD 

ditinjau dari gambaran sasaran jangka menengah pada renstra kementerian 

dan provinsi dan implikasi bagi pelayanan adalah sebagai berikut : 

1. Tingkat kinerja pelayanan OPD 

Sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Lampung Timur Tingkat pemakaian kontrasepsi 

pada PUS pada tahun 2021 adalah 199.182 PUS dalam rangka 

pengendalian tingkat kelahiran telah mencapai target hal ini terlihat dari 

jumlah peserta KB aktif pada tahun 2018 sebesar 194.267, terealisasi 73 % 

dan ditahun 2019 sebesar 73 %. Hal ini dikarenakan harga alat kontrasepsi 

yang mahal dan ketersediaan amat terbatas, kurangnya frekwensi kegiatan 

KIE mengenai program KB serta budaya (kepercayaan). Pada tahun 2021 

program Kegiatan KB akan tetap difokuskan pada revitalisasi Program KB 

dalam rangka mencapai TFR 2,2 per wanita pada RPJMD 2016-2021 dn 

SPM bidang KB. Dikabupaten Lampung Timur pembangunan keluarga kecil 

berkualitas tersebut dapat dicapai karena tersedianya 87 tenaga PLKB, 

klinik KB pemerintah 35, jumlah tenaga KB 412. Selain itu, juga tersedianya 

PPKBD sebanyak 264 sub PPKBD sebanyak 1.654  kelompok BKB 267, 

kelompok BKR 238, kelompok BKL 228. 

2. Permasalahan dan Hambatan 

a. Peningkatan angka DO (Drop Out) peserta KB, karena mereka tidak 

menggunakan Metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), masih 

banyak yang menggunakan alat kontrasepsi jangka pendek, seperti : pil, 

suntik, kondom. 

b. Penurunan TFR (Total Fertility Rate) atau jumlah anak yang dimiliki oleh 

wanita usia subur (15-19 tahun), Penurunan unmet need yaitu proporsi 

wanita usia subur (WUS) dalam status kawin yang tidak menggunakan 

alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau 

menjarangkan anak dan atau mereka yang unmetneed karena resiko 

kesehatan dan pemakaian kontrasepsi yang buruk tidak menginginkan 

penambahan anak, masih cukup tinggi 

c. Peningkatan kualitas dan kuantitas PLKB dan PPKBD serta peningkatan 

profesionalisne dengan kompetensi yang terstandaerisasi. 

d. Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pelayanan 

program KB. 

e. Jumlah tenaga fungsional penyuluh KB yang tidak sebanding dengan 

desa binaanya. Kondisi ini membuat kerja PLKB menjadi  tidak optimal 

dalam memberikan pelayanan. 

f. Pelayanan KB gratis bagi masyarakat yang tidak tercover dalam 

JKN/BPJS melalui kegiatan Bhakti Sosial Pelayanan KB. 



g. Dampak pandemi covid-19 yang berimbas pada masalah 

kependudukan, utamanya program pelayanan Keluarga Berencana 

(KB). Berdasarkan prediksi dari BKKBN pusat banyak perempuan 

indonesia yang tidak bisa mengakses alat kontrasepsi modern (MKJP) 

sehingga konsekuensinya banyak terjadi kehamilan yang tidak 

diinginkan. 

h. Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Lampung Timur dan masih 

rendahnya pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan reproduksi 

bagi remaja sehingga masih banyak remaja yang menikah atau hamil 

diusia kurang dari 18 tahun. 

 

D. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang 

telah ditetapkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur 

dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama 

untuk program lima tahun kedepan. 

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung 

Timur tahun 2025 sudah disesuaikan dengan usulan program dan kegiatan 

masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten 

Lampung Timur. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian prioritas 

pembangunan yang disusun dengan rencana pencapaian program daerah 

tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

1. Pembinaan Terpadu Kampung KB 

2. Program Keluarga Berencana di daerah Stunting 

3. Pembangunan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana 

4. Pembinaan dan Sosialisasi Keluarga Baduta dalam rangka menurunkan 

angka stunting. 

5. Pelayanan KB. 

Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur 

juga mendukung keseluruhan kegiatan prioritas lainnya dalam upaya 

peningkatan pelayanaan di berbagai sektor pembangunan. 

Kegiatan yang mendapat dulunya khusus dari pemerintah daerah selain 

intervensi stunting : 

1. DRPPA 

2. KLA 

3. APE 

 

 

 



E. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 

Mengacu pada Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 44 Tahun 

2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta 

Tata Kerja Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut : 

a. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok 

jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 

organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi vertikal 

sesuai dengan tugas masing – masing, 

b. Setiap satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing – masing 

dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang 

diperlukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan, 

c. Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan 

mengkoordinasikan bawahannya masing – masing dan memberikan 

bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, 

d. Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta 

bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan 

laporan berkala tepat pada waktunya, 

e. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan 

wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih 

lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya, 

f. Dalam menyampaikan laporan masing – masing kepada atasan, tembusan 

laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara 

fungsional mempunyai hubungan kerja, 

g. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi di bawahnya dan 

dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing – masing 

wajib mengadakan rapat berkala. 

Demi mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu 

mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi 

sebagai perencana pembangunan, saat ini Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga 

Berencana didukung oleh 69 personil, yang terdiri dari 31 personil Pegawai 

Negeri Sipil ( PNS ) dan 38 personil Tenaga Sukarelawan. 

Apabila diklasifikasikan berdasarkan Eselon menunjukkan bahwa 

pegawai/aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung 

Timur. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

 

 

 



Tabel 2.1 

Komposisi Menurut Eselon Jabatan 

Eselon Jabatan Jumlah 

Eselon II 0 orang 

Eselon III 5 orang 

Staf PNS 26 orang 

Tenaga Sukarela 38 orang 

JUMLAH 69 orang 

Sumber : Data Kepegawaian Dinas P3AP2KB Kab. Lampung Timur, 2024 

 

Jumlah Pegawai Dinas PPPA 69 orang dan berdasarkan komposisi 

jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 2.2 

Rekapitulasi Pegawai Dinas P3AP2KB Kab. Lampung Timur 

Berdasarkan Jenis Kelamain 

No Uraian Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1. Kepala Dinas    

2 Sekretaris dan Kasubbag 1 2 3 

3 Kepala Bidang 2 2 4 

4 Staf Pelaksana 6 18 24 

5 Tenaga Sukarela 14 24 38 

JUMLAH 23 46 69 

 Sumber : Data Kepegawaian Dinas P3AP2KB Kab. Lampung Timur 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 

Penetapan rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung 

Timur merupakan bentuk pengembangan dari visi dan misi yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Dikaitkan dengan renstra kementerian atau lembaga 

maupun renstra provinsi setidaknya terdapat korelasi secara tidak langsung 

yang mempengaruhi penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Lampung Timur. 

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan 

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan pertama adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender 

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) : 

Indeks Pembangunan Gender (IPG), 

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender 

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) : 

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), 

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan 

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO 

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama : 

- Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, dan 

rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. 

- Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi 

jumlah perempuan diatas 18 tahun. 

b. Meningkatnya kasus penanganan kasus kekerasan terhadap 

perempuan termasuk TPPO. 

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kerja utama. 

- Presentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif 

sesuai standar kepada seluruh perempuan korban kekerasan. 

3. Meningkatkan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak bagi 

semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatnya Kabupaten/Kota yang mampu memenuhi hak anak. 

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kerja utama. 

- Presentase kabupaten/kota Layak Anak 

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan 

khusus terhadap anak. 



Capaian  sasaran ini diukur dengan indikator kerja utama. 

- Presentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang 

memperoleh  layanan sesuai dengan standar. 

- Presentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti seluruh 

pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus 

sesuai dengan standar 

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus terhadap 

anak. 

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama : 

- Persentase   lembaga  penyedia  layanan  perlindungan   khusus 

kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif  

sesuai dengan standar 

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga 

masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan sinergitas lembaga profesi 

dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan 

serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak. 

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama : 

- Presentase Partisipasi Lembaga Masyarakat. 

5. Kebijakan Nasional dan Strategi BKKBN sebagai beriut : 

a. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas di 

dalam sistem jaminan kesehatan nasional.  

b. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan 

penyiapan kehidupan berkeluarga. 

c. Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan kesehatan reproduksi di 

seluruh wilayah. 

d. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan 

perawatan lanjut usia. 

e. Menyerasikan landasan hukum dan kebijakan kependudukan dan 

keluarga berencana. 

f. Menata dan menguatkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan 

kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah. 

g. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi 

kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu. 

h. Memperkuat penelitian dan pengembangan bidang KKB. 

6. Untuk Tingkat Provinsi tujuan, strategi dan arah kebijakan pembangunan 

bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut : 

a. Tujuan : Mewujudkan kualitas pembangunan kesetaraan gender dan 

kesejahteraan keluarga. 



b. Sasaran : Meningkatkan indeks pembangunan dan kesetaraan gender. 

Meningkatnyakesejahteraankeluarga. 

c. Strategi : Menerapkan pengarusutamaan gender pada setiap 

penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran. Revitalisasi 

keluarga berencana. 

d. Arah kebijakan : Menerapkan anggaran responsif gender (ARG). 

Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga. 

 

B. Tujuan dan Sasaran Renja  

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang 

dan merupakan penjabaran dari misi. Dengan demikian, tujuan dapat bersifat 

kualitatif ataupun kuantitatif. Tujuan harus searah dengan visi dan misi 

organisasi, jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu 

relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program. Adapun tujuan 

yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur sesuai Tugas pokok dan 

Fungsi, sebagai berikut : 

1. Tujuan 

Tujuan dari dibuat Rencana Kerja ini adalah : 

a. Memberikan arah kebijakan pembangunan dalam satu tahun 

b. Memberikan jaminan pelaksanaan pembangunan sehingga 

perencanaan,   tujuan dan sasaran sesuai dengan harapan, serta dapat 

memberikan umpan balik untuk perbaikan kebijakan dan program 

kedepan 

c. Meningkatnya kinerja organisasi dalam Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 

Berencana 

d. Meningkatkan capaian penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas 

e. Meningkatkan kesehatan reproduksi pada generasi remaja 

- Meningkatkan peran serta mitra kerja dalam peningkatan peserta KB 

yang ber MKJP. 

- Peingkatkan peran promosi KIE program KB dalam rangka 

penurunan unmeet need. 

- Meningkatkan pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan 

dan pembinaan tumbuh kembang anak. 

- Meningkatkan pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan 

dan pembinaan tumbuh kembang anak. 

- Meningkatkan peran tenaga pendamping kelompok bina keluarga 

dalam program KKBPK. 

- Meningkatkan kegiatan pelayanan kontrasepsi bagi masyarakat 

miskin. 



2. Sasaran 

a. Tercapainya efisiensi dan efektifitas perencanaan 

b. Tercapainya perencanaan program dan kegiatan yang inovatif 

c. Sebagai bahan KUA dan PPAS Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Lampung Timur 

d. Meningkatnya pencapaian peserta KB baru dan peserta KB aktif  yang 

pada akhirnya dapat menciptakan keluarga kecil yang berkualitas. 

e. Meningkatnya kualitas pelayanan KB, melindungi peserta KB  dari 

dampak penggunaan alat dan obat kontrasepsi, kualitas penyediaan 

dan pemanfaatan alokon. 

f. Meningkatnya ketahanan keluarga dalam rangka pemberdayaan 

keluarga dalam pengasuhan dan penumbuh kembang anak  serta 

remaja dan peningkatan keluarga khususnya keluarga prasejahtera. 

 

C. Program dan Kegiatan 

Prioritas  Program dan Kegiatan Program bertujuan untuk memenuhi 

permintaan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas termasuk upaya 

menurunkan serta penanggulangan masalah kesehatan dalam rangka 

membangun keluarga yang berkualitas Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut  :  

 Program 

1. Program Penunjang urusan pemerintah daerah 

2. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 

3. Program Perlindungan Perempuan 

4. Program peningkatan kualitas keluarga 

5. Program pemenuhan hak anak (PHA) 

6. Program perlindungan khusus anak 

7. Program Pengendalian penduduk 

8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 

9. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Kegiatan 

Program strategis sebagaimana diuraikan diatas dilaksanakan dengan 

dukungan kegiatan-kegiatan yang tertuang secara operasional dalam 

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) Pada Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga 

Berencana Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut : 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

6. Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) Pada Lembaga 

Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 

7. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan 

Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan 

kabupaten/Kota 

8. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 

Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 

9. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah 

kabupaten/Kota 

10. Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan 

Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

11. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah 

dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 

12. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 

Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 

13. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak 

Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota 

14. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan 

Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

15. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi 

Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah 

Kabupaten/kota 

16. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi 

Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka 

Pengendalian Kuantitas Penduduk 

17. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota 



18. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 

Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 

19. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 

(PKB/PLKB) 

20. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat 

Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah 

Kabupaten/Kota 

21. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi 

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam 

Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 

22. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

23. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi 

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam 

Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENUTUP 

 

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian 

Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 

merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan 

arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur guna mendukung tercapainya 

target pembangunan daerah Tahun 2025. Dengan tersusunnya Rencana Kerja 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung 

Timur, diharapkan dapat menjadi dasar dan pedoman guna melaksanakan 

Program / Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur 

Tahun Anggaran 2025  sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung 

Timur Tahun Anggaran 2025  ini disusun, besar harapan kami Program dan 

Kegiatan ini dapat berjalan sesuai rencana. Kami menyadari dalam penyusunan 

RENJA ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran dan 

kritik untuk perbaikan. Terimakasih. 

 

 

Sukadana,    Januari 2025 

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana 

 
TITIN WAHYUNI.,S.Pd.M.Pd. 
Pembina Tingkat I 
NIP. 19750327 200604 2 003  
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   KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa 

atas Rahmat dan KaruniaNya kami dapat menyelesaikan dalam penyusunan Rencana 

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Lingkungan 

Hidup,Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung 

Timur Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat 

daerah dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur 

tahun anggaran 2025. 

 Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) sebagai 

terlaksananya Anggaran Tahun 2025 ini  juga sebagai acuan dalam Penyusunan 

Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan  Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 

serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan 

perkiraan capaian tahun berjalan. Pada tahun 2025 disamping mengoptimalkan 

program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru 

untuk mempersiapkan kesinambunganya sekaligus menjalani urusan pemerintahan 

wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman serta Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan 

pelayanan dasar di bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup. 

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) Tahun 2025 

terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan tahun 

berjalan, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang menggambarkan pencapaian 

rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan,Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan  berserta sumber pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjalankan 

progran dan kegiatan. 

Akhir kata, semoga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah  ( RENJA 

SKPD ) ini dapat bermanfaat bagi kelancaran pembangunan di Kabupaten Lampung 

Timur pada tahun 2025 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukadana,     Agustus 2024 

KEPALA  DINAS 

 

 

 

YUDI IRAWAN, S.Sos. M.Si     

NIP. 19680623 198901 1 001 
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1.1 Latar  Belakang 

Dinas Lingkungan Hidup. Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada Peraturan 

Daerah Kabupaten  Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Lampung Timur 

serta Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan . Rencana Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 merupakan 

pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis  Dinas Lingkungan Hidup, 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung  yang 

dibuat sesuai dengan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) 

mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah yang menyatakan, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA 

SKPD ) sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang 

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung 

oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh melalui partisipasi masyarakat 

sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Rencana Kerja Satuan 

Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung menerjemahkan dan 

mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ke dalam 

program dan kegiatan SKPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada 

pencapaian tujuan dan capaian program SKPD secara keseluruhan dan tujuan 

strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas 

Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten 

Lampung Timur. 

Proses penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( 

RENJA SKPD ) didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui 

forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan 

memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun  

 sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) juga diintegrasikan dengan prioritas 

pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan 

Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa  

Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai 

hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam 

dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan 

kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan Rencana Kerja Satuan 

Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) yang menitikberatkan pada pembahasan 

untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta 

masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Lampung Timur. 

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan 

Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) mempunyai kedudukan yang strategis, 

yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan 

 

BAB I 
 

 

PENDAHULUAN 
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perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Rencana Kerja Satuan 

Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) berfungsi menjabarkan rencana strategis 

kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan  pembangunan, prioritas 

pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan 

Kerja Perangkat  Daerah ( SKPD ). Sebagai rencana operasional, Rencana Kerja 

Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) merupakan pedoman dalam 

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan 

APBD. 

Dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( 

RENJA SKPD ) juga mempertimbangkan asas kesinambungan dari penjabaran 

program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Lampung 

Timur 2021 - 2026  serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang 

telah dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur, serta 

mempertimbangkan pula hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur 2005 - 2025. 

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Timur 

2025 yang berisi sasaran, arah kebijakan, program, dan prioritas kegiatan, menjadi 

rujukan sekaligus landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan 

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (RAPBD), dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) serta penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 

Kepala Daerah, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah. 

 

1.2 Landasan Hukum 

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja 

Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) Dinas Lingkungan Hidup  

adalah sebagai berikut:  

a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara                

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 

b. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400 ); 

c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor4421 ); 

d. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah         

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah 

diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 

e. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 4438 ); 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan         

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ); 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 ); 
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i. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593 ); 

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 

4614 ); 

k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia); 

l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 

m. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat  

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,  

Tambahan   Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ); 

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tata cara, 

penegndalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah 

p. Perpres No  5/2010 (Januari 2010) Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019  

q. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No 07 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten lampung Timur Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah 

Kabupaten Lampung Timur 

r. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan 

Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  

 

2.1 Maksud dan Tujuan  

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA 

SKPD ) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung dimaksudkan sebagai 

pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan 

sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur. 

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 

Daerah ( RENJA SKPD ) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur adalah : 

a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam melaksanakan 

pembangunan di bidang lingkungan hidup, Perumahan,Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan. 

b. Meningkatkan  kualitas lingkungan hidup,Perumahan Kawasan 

permukiman dan Pertanahan   Kabupaten Lampung Timur melalui 

berbagai program dan kegiatan yang disusun. 

c. Merumuskan Program program prioritas sebagai tindak lanjut dari upaya 

penyelesaian permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan dan tahun 

berjalan sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan yang mungkin 

dihadapi pada tahun mendatang. 
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d. Meningkatkan pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efisien, 

efektif dan berkelanjutan 

 

3.1 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(RENJA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut 

: 

 

BAB I.  PENDAHULUAN 

 1.1 Latar Belakang 

 1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 

 

 

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas 

Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun lalu 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Kabupaten Lampung Timur   

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggarakan Tugas dan Fungsi 

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur 

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD 

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD  

3.3 Program dan Kegiatan. 

BAB IV. PENUTUP 
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2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah, setiapa dokumen perencanaan harus dievaluasi 

dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 

Daerah ( RENJA SKPD )  Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 juga harus 

dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 

Daerah ( RENJA SKPD ) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 meliputi 3 

(tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan 

rencana program & kegiatan serta hasil rencana program & kegiatan.   

Dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( 

RENJA SKPD ) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, memperhatikan 

beberapa hal sebagai berikut: 

a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta 

pengalokasiannya; 

b. Tujuan yang dikehendaki; 

c. Sasaran–sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; 

d. Kebijakan–kebijakan dalam pelaksanaannya;  

Disamping itu penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 

Daerah ( RENJA SKPD ) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025,  juga 

memperhatikan hal–hal sebagai berikut: 

 

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 

sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2025 serta kebutuhan 

serta belum terselenggaranya capaian kinerja; 

b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga 

stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah–masalah yang dihadapi dan 

sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; 

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah  ( 

RENJA SKPD ) Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan,Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 sampai dengan triwulan 

IV, sebagaimana disajikan pada Laporan Triwulan IV Tahun 2023 terlampir dari 

laporan tersebut, terlihat bahwa Program dan Kegiatan pada  Dinas  Lingkungan 

Hidup, Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Kabupaten Lampung 

terealisasi sebesar  91,39 persen merupakan suatu prestasi yang sangat 

membangakan karena dapat melaksanakan program kegiatan dengan sebaik 

baiknya. 

 

 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup  

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya . Dinas Lingkungan Hidup Perumahan 

Kawasan Permukiman melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan 

Bupati Nomor 81 Tahun 2021 Pasal 253 , Dinas Lingkungan Hidup.Perumahan 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan funsi : 

 

BAB II 
 

EVALUASI PELAKSANAAN 
RENCANA KERJA TAHUN LALU 
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1. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis dibidang 

lingkungan hidup, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang 

meliputi tata lingkungan, konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, 

pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan, perumahan, Kawasan 

permukiman, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum, dan pelayanan 

pertanahan;   

2. pelayanan dan verifikasi teknis pemberian Izin Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PPLH) kecuali izin pengumpulan limbah B3 pelumas/oli 

bekas;  

3. pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah 

bahan berbahaya dan beracun (B3); 

4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pengelolaan 

kebersihan dan persampahan;  

5. pengumpulan dan analisis data dalam rangka perencanaan kegiatan 

pemeliharaan kebersihan di lingkungan pasar, lingkungan permukiman dan 

perkotaan;  

6. pemrosesan kegiatan pengadaan/pembebasan tanah untuk aset daerah sampai 

dengan sertifikasinya serta penyerahan aset dengan berita acara; dan 

7. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan. 

 

Dalam menjalankan fungsi pelayanan yang diberikan dalam hal memberikan 

verifikasi teknis dalam memberikan rekomendasi permohonan ijin serta menfasilitasi 

sengketa pertanahan serta membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan bantuan 

kelayakan Rumah dengan progran Rumah Tidak Layak Huni sehingga dapat 

membantu masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang lebih sehat. 

 

2.3. Isu - isu Penting Penyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan  

       Hidup,Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 

 

Dalam menyelenggaraka Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan 

,Kawasan Permukiman dan pertanahan menghadapi beberapa isu strategis antara 

laian :  

a. Pengelolaan sampah plastik yang populer adalah melalui konsep               3 R 

yaitu Reduce ( mengurangi penggunaan dan pembelian barang barang 

berbahan dasar plastik terutama yang sekali pakai ), Reuse ( menggunakan 

kembali ) dan Recycle ( mendaur ulang ) 

b. Program Kampung Iklim ( Proklim ), dalam rangka implementasi Permen 

LHK Nomor P 84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/2011/2016 tentang Program 

Kampung Iklim, dimana program tersebut bertujuan untuk meningkatkan 

ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, serta upaya 

pengurangan/ penurunan emisi gas rumah kaca berbasis masyarakat dan 

memangku kepentingan lainnya. 

     Pemerintah menargetkan terbentuknya 20.000 Kampung Iklim. Di tahun 

2023, Kabupaten Lampung Timur berhasil mencatatkan 13 Kampung Iklim 

kedalam Sistem Registri Nasional ( SRN ) 

c. Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah,sarana dan prasarana Utilitas umum serta penerangan jalan bagi 

masyarakat serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Minimal (SPM) 

d. Penyelesaian sengketa Tanah dalam masyarakat serta pembuatan sertifikat 

aset Pemerintah Daerah 

 

 

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD 
 

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan lingkungan hidup,Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan pertanahan  Kabupaten Lampung Timur selama periode 
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2021-2026 dapat dilihat dengan semakin banyaknya lokasi perumahan yang 

memerlukan Pasarana Utilitas Umum yang direncanakan akan dilaksanakan 

pembangunan Paving Blok, Pagar Makam serta pemasangan maupun pemeliharan 

Penerangan Jalan Umum yang  lokasinya  tersebar di Kabupaten Lampung Timur, 

serta akan dilaksanakannya pemberian bantuan bedah rumah guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Penyelesaian Sengketa pertanahan juga menjadi perhatian 

yang sangat serius guna menyelesaikan permasalahan pertanahan. 

Dalam bidang lingkungan hidup, dilakukan pengawasan terhadap Pelaku Usaha 

untuk menghindari pencemaran baik Udara maupun Air yang akan berakibat dalam 

penilaian Indeks Kualitas Lingkungan. 

 

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 
 

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring 

aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan 

sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai 

dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup ,Perumahan,Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan  Kabupaten Lampung Timur. Usulan program dan 

kegiatan tersebut diperoleh berdasarkan masih banyak terjadi pencemaran dan 

kerusakan lingkungan serta masyarakat dan stakeholder lainnya belum sepenuhnya 

menyadari bahwa pelestarian lingkungan hidup, penanggulangan dan pencegahan 

kerusakan lingkungan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, 

bukan hanya pemerintah saja. Untuk  Tahun Anggaran 2025, terdapat program dan 

kegiatan yang berdasarkan usulan dari masyarakat, Program dan kegiatan diusulkan 

dalam rangka memenuhi Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Urusan Wajib yang tidak 

berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup serta 

tercapainya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENJA SKPD Dinas LH PKPP Tahun 2025 
 

 

10 
 

 

 

 

   

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) Dinas 

Lingkungan Hidup,Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Kabupaten Lampung Timur merupakan bagian dari sistem perencanaan 

pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan Provinsi Lampung 

serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Lampung Timur. Oleh 

karena itu, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) 

Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Rencana Strategis Dinas 

Lingkungan Hidup,Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan   

mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, sehingga 

dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA 

SKPD ) Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan ,Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kabupaten Lampung Timur bersinergi dengan dokumen 

perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2015-

2019, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi 

Lampung  2005–2025, RPJM Provinsi Lampung 2021–2026, RKPD Provinsi 

Lampung 2024; dan RPJMD Kabupaten Lampung Timur 2021-2026 dan RKPD 

Kabupaten Lampung Timur 2025. 

 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Perubahan 

 

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( 

RENJA SKPD ) Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan,Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan  Kabupaten Lampung Timur tahun 2024  adalah: 

a. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas  Tahun 2021-2026 dalam rencana 

Program/kegiatan Prioritas Tahun Anggaran 2024; 

b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Tahun 

Anggaran 2025; 

c. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan 

diantara bidang dan sekretariat Dinas  

d. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran. 

 

Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2025 terkait dengan isu strategis 

yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, adalah: 

 

1. Meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan dan pengembangan 

kapasitas kelembagaan bank sampah 

Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan dengan tersedianya sarana 

prasarana pelayanan persampahan dan terwujudnya reduksi timbulan sampah. 

Tersedianya sumber daya manusia di bidang pengelolaan Bank Sampah yang 

berkualitas dengan terwujudnya penguatan kapasitas pengelola Bank Sampah 

serta pengelolaan sampah yang berdaya guna 

2. Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam, 

Pencegahan, Pemulihan Dan Rehabilitasi Lingkungan 

Pendayagunaan sumber daya alam sebagai pokok – pokok kemakmuran 

rakyat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan 

daya dukungnya dengan mengutamakan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, pelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup. 

3. Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam pengaruh perubahan iklim  

 

BAB III 
 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM 
DAN KEGIATAN 
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Peningkatan kemampuan masyarakat  dan mendorong pengembangan 

komunitas di tingkat tapak/lokal dalam menghadapi dampak perubahan iklim, 

melalui pembentukan dan pembinaan kampung ilkim yang melibatkan 

berbagai stakeholder terkait. 

4. Meningkatnya kesejateraan masyarakat melalui progran perumahan 

dan pelayana Utilitas Umum. 

Dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dilaksanakan dengan 

memberikan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga terbangun rumah yang layak 

huni, sehat, aman, serasi dan teratur serta tercapainya pelaksanaan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM). 

5. Meningkatkan pelayanan dalam penyelesaian sengketa tanah dan 

pembuatan sertifikat 

Dalam penyelesaian sengketa tanah berperan sebagai fasilitasinya di 

,sedangkan dalam proses sertifikasi tanah berperan melakukan pengukuran 

yang akan diajukan ke BPN guna proses penerbitan sertifikat. 

 

3.3 Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan 

 

Untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran dalam Pembangunan Kabupaten 

Lampung Timur, Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan,Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan pada tahun 2025 akan melaksanakan Program dan Kegiatan 

maupun sub Kegiatan Sebagai berikut : 

I. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN 

DENGAN PELAYANAN DASAR 

1. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

1.1     Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

1.1.1 Kegiatan Perencanaan .Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

1.1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen 

Perencanan Perangkat Daerah 

1.1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

1.1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

1.1.1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
1.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

1.1.2.1     Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
1.1.2.2     Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas  ASN 
1.1.2.3      Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian 

/Verifikasi Keuangan SKPD 
1.1.2.4     Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD 
1.1.2.5     Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 
1.1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

1.1.3.1    Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

1.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 
1.1.4.1      Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
1.1.4.2       Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
1.1.4.3      Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 
1.1.4.4   Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
1.1.4.5   Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
1.1.4.6   Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 
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1.1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
1.1.5.1  Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
1.1.5.2   Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik 
1.1.5.3   Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

1.1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
1.1.6.1  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

1.1.6.2   Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 
1.1.6.3   Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 
1.2 Program Pengembangan Perumahan 

1.2.1 Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah 
Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 

1.2.1.1   Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota 

1.2.2 Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban 
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota   

1.2.2.1   Rehabilitasi Rumah Korban Bencana  
1.2.2.2   Fasilitas Penyrdiaan Rumah bagi Korban Bencana 

Kabupaten/Kota 
1.2.2.3  Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang 

Terdampak Relokasi Program Pemerintah 
Kabupaten/Kota 

1.3 Program Kawasan Permukiman 
1.3.1 Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan 

Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 
1.3.1.1 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang 

PKP 
1.3.1.2 Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak 

Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman 
Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha 

1.3.2 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan 
Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 
1.3.2.1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 
1.3.2.2 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 

Beserta PSU 
1.4 Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum ( PSU ) 

1.4.1 Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 
1.4.1.1 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 

di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 
1.4.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka 

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 
Perumahan 

II. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BUKAN  

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

2 BIDANG PERTANAHAN 

2.1 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 

2.1.1 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 
Daerah Kabupaten/Kota 
2.1.1.1 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 

dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 
2.2 Program Pengelolaan Izin membuka Tanah 

2.2.1 Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah 
2.2.1.1 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara 

 2.3 Program Penatagunaan Tanah 
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2.3.1 Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu 
Daerah Kabupaten/Kota  

2.3.1.1  Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan 
Penggunaan Tanah 

3 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 

3.1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup 

3.1.1 Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 
3.1.1.1 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota 

3.1.2 Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 
3.1.2.1 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang 
3.1.2.2 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD 

3.2 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan 

Hidup 

3.2.1 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 
3.2.1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 

Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup 
Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, 
dan Laut 

3.2.1.2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 
Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan 
Adaptasi Perubahan Iklim 

3.2.1.3 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup 
kabupaten/kota 

3.2.2 Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 
3.2.2.1 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran 

dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada 
Masyarakat 

3.3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ( KEHATI ) 

3.3.1 Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 
Kabupaten/Kota 
3.3.1.1 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 
3.3.1.2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM 

dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 
3.4 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun ( B3 ) dan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ( Limbah B3 ) 

3.4.1 Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3 
3.4.1.1 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan 

Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan 
sementara Limbah B3 

3.5 Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan 

izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( PPLH ) 

3.5.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha 
dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH 
Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
3.5.1.1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin 

Lingkungan dan/atau Izin PPLH 
3.5.1.2 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan 

Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang 
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Peraturan Perundang-undangan di bidang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

3.6 Program Peningkatan Pendidikan,Pelatihan dan Penyuluhan 

Lingkungan Hidup untuk masyarakat 
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3.6.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan 
Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga 
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

3.6.1.1 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 
3.6.1.2 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber 

Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk 
Lembaga pendidikan formal/lembaga 
masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat 

3.7 Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat 
3.7.1 Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 
3.7.1.1 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga 

Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia 
Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 

3.8 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 
3.8.1 Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 
Kabupaten/Kota 
3.8.1.1 Pengelolaan Pengaduan permasalahan 

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 
tingkat Kabupaten/Kota 

3.9 Program Pengelolaan Persampahan 
3.9.1 Kegiatan Pengelolaan Sampah 

3.9.1.1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam 
Pengelolaan Persampahan 

3.9.1.2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan 
Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 

3.9.1.3 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan 
sampah 

 
 

 

A. PENDANAAN 

Biaya pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja SKPD yang terdiri dari 

program, kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut diatas untuk perubahan Tahun 

Anggaran 2025 sejumlah Rp. 1.601.303.565,- ( Satu Milyar Enam Ratus Satu Juta 

Tuga Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dengan rincian 

pembiayaan per kegiatan sebagaimana terlampir pada Matrik Usulan Kegiatan 2025. 
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Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan,Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan  Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini merupakan 

rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup,            

Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur 202 

1– 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Lampung Timur 

serta target dan Sasaran Pembangunan.  

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan,Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan   Kabupaten Lampung Timur sebagai bahan dalam 

penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari 

anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan 

Rencana Kerja tahun lalu. 

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup , 

Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur yang 

berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih 

terkoordinasi, terakomodasi, terintegerasi dan sinegris dalam pencapaian sasaran 

yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, 

Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur ini 

dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD.  

 

 Sukadana,     Agustus 2024 

KEPALA  DINAS 

 

 

 

 

 

YUDI IRAWAN, S.Sos. M.Si     

NIP. 19680623 198901 1 001 
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